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xABSTRAK
Penyusun         :   Sariatma
NIM                 :   30600109027
Judul Skripsi   : “Fungsi Kontrol Media Massa terhadap Anggota DPRD Kota
Makassar (Studi terhadap Media Cetak Harian Tribun
Timur)”
Skripsi ini mengkaji fungsi pengawasan media yakni media Tribun Timur
terhadap anggota DPRD Kota Makassar. Pokok permasalahan yang coba diangkat
oleh penulis adalah fungsi kontrol media massa Tribun Timur terhadap rancangan
kebijakan anggota DPRD Kota Makassar serta implikasi kontrol media massa
terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar.a Makassar.
Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah
dengan menggunakan telaah media massa terkhusus fungsi kontrol media massa
Tribun Timur terhadap anggota DPRD Makassar. Adapun metode pengumpulan
data yang digunakan adalah melalui riset lapangan yang dipadukan dengan
metode pustaka, dengan menganalisa berbagai referensi literatur yang memiliki
relevansi dengan topik permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.
Fungsi kontrol media massa terhadap anggota DPRD Kota Makassar
(Studi terhadap Media Cetak Harian Tribun Timur) yang berada di Makassar yang
penulis dapatkan dilapangan adalah mengenai fungsi kontrol media Tribun Timur
terhadap rancangan kebijakan anggota DPRD Kota Makassar. Begitupun dengan
implikasi kontrol media massa terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar
yang kita ketahui sebagai instansi independen, ternyata tidak bisa dipungkiri
bahwa media massa sarat dengan kepentingan kapitalis. Media yang kita lihat saat
ini hanya dijadikan sebagai mesin pencetak uang dan pembentuk kesadaran publik
terhadap berita yang diedarkan dan sudah jauh dari kode etik jurnalistik yang
sesungguhnya.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Media massa merupakan sarana manusia untuk memahami realitas. Oleh
sebab itu, sejak dulu sampai sekarang media massa tidak bisa lepas dari kehidupan
masyarakat. Ini dikarenakan media sudah menjadi kebutuhan seluruh lapisan
masyarakat luas, baik itu politisi, birokrat, dan pemerintah.
Apalagi jika media massa digunakan untuk kampanye politik. Keberadaan
media massa memang tidak bisa kita hindari lagi bila melihat dunia kontemporer
saat ini. Media massa juga membantu kita dalam memahami dunia kita sendiri.
Melalui simbol-simbol verbal dan non-verbal, yaitu dalam bentuk informasi dan
berita surat kabar, radio, televisi, dan internet baik itu dalam bentuk visual
(tulisan, gambar), audio (suara), dan gabungan keduanya telah membangun
budaya komunikasi kita sehari-hari.1
Adapun karakteristik media massa menurut Hafied Cangara adalah sebagai
berikut:
1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri
dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada
penyajian informasi.
2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang
memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalaupun toh
terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu yang tertunda.
1Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 6
23. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu
dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, di
mana informasi yang dihasilkan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama.
4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti surat kabar, radio,
dan semacamnya.
5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja
dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.2
Berawal dari hal tersebut bahwa dunia terlihat berbeda menurut orang
yang berbeda pula, bergantung bukan hanya pada minat pribadi, tetapi juga peta
yang diberikan kepada mereka oleh penulis, editor, dan penerbit surat kabar yang
mereka baca. Dalam hal ini sulit mengabaikan bias dari efek terbatas media massa
kepada opini publik. Agar tidak bias, biasanya media massa akan menganalisis
terlebih dahulu sebuah isu yang perlu ditonjolkan, bagaimana kira-kira nantinya
ketika dilemparkan ke publik  apakah akan berdampak secara luas atau hanya
sementara saja. Biasanya mereka melakukan eksperimen kecil-kecilan dengan
melempar isu tersebut melalui pemberitaan. Bila isu itu memiliki dampak yang
signifikan, maka isu itu akan ditonjolkan dan mendominasi pemberitaan. Publik
akan melihatnya terpampang di headline atau halaman depan surat kabar.
Ini menandakan bahwa pengaruh media massa dalam membentuk opini
publik cukup besar. Misalnya, media massa menentukan agenda kemudian
menonjolkan isu-isu tertentu dan membingkai pesan dengan satu tujuan
membentuk opini publik. Dengan demikian, politik yang saat ini berada dalam era
mediasi (politics in the age of meditation), tidak mungkin dipisahkan dengan
media massa.
2 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm.128-
129
3Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang
cerdas, bersih, dan bijaksana. Logikanya, melalui kebebasan pers masyarakat akan
dapat mengetahui berbagai peristiwa politik, sehingga muncul mekanisme check
and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat. Makanya media
massa sering disebut sebagai the fourth state of democracy, pilar keempat
demokrasi, melengkapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.3 Karena melalui berita
dan opini, dengan sendirinya media melakukan fungsi kontrol dan kritik terhadap
kekuasaan, khususnya anggota DPRD kota Makassar.
Di samping itu perkembangan teknologi komunikasi, globalisasi,
liberalisasi, dan  komersialisasi telah memunculkan pergeseran. Media massa
tumbuh tidak hanya menjadi kekuasaan pengontrol kekuasaan, tetapi telah
menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan budaya. Media telah menjadi “Power”
baru, yang apabila dibiarkan liar justru bisa menjadi ancaman tersendiri bagi
demokrasi. Noam Chomsky melihat media dalam era kapitalis liberal, sarat
dengan “kongkalikong”.4
Gejalanya terlihat ketika bisnis media mulai diatur oleh tokoh-tokoh yang
punya kekuatan politik dan uang. Para elite kekuasaan dan elite bisnis
berkolaborasi mengatur isi media. Akibatnya, menurut Chomsky kebebasan pers
yang dijiwai demokrasi dan liberalism, telah disusupi corong-corong propaganda
segelintir orang. Setiap keping informasi telah disusupi kepentingan tertentu.
Setiap suara berita telah dimodali kekuatan politik dan bisnis.
Para aktor  politik atau politisi senantiasa berusaha menarik perhatian
media massa dan sebaliknya para politisi merupakan sumber berita yang layak
oleh media massa. Dukungan media massa terhadap politisi dan aktivis politik
3 Henry Subiakto. Rachmah Ida, Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi, (Jakarta:
Kencana, 2012, hlm. 114
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kongkalikong adalah menjalankan akal jahat untuk
kepentingan diri sendiri, tidak jujur, (Jilid II:Balai Pustaka, 1988).
4tidak hanya didasarkan pada asumsi besarnya suatu peristiwa politik, namun juga
nilai berita dan nilai politik dari peristiwa tersebut. Sehingga  media massa
(Tribun Timur) selalu bersentuhan dengan anggota (DPRD) kota Makassar.
Tribun Timur merupakan salah satu media terbesar di kota Makassar, dan
mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik media online maupun media
cetaknya. Sedangkan DPRD, merupakan lembaga politik yang membuat
kebijakan yang setiap waktunya harus bersentuhan dengan media massa,
khususnya Tribun Timur.
Adapun pemberitaan media Tribun Timur terdapat beberapa kasus yang
menjadi fokus berita, diantaranya; kritikan oleh Lembaga Studi Kebijakan Publik
(LSKP), terkait studi banding, dengan melihat kinerja anggota DPRD Kota
Makassar. Kritik DPRD Kota Makassar terhadap pemerintah kota, adanya regulasi
yang menangani tempat praktek dan apotek dokter, dan perilaku anggota DPRD
pada saat rapat. Dari ketiga kasus yang ada diatas penulis akan membahasnya
lebih rinci pada bab tiga hasil penelitian.
Dan juga di DPRD itu sendiri ada bagian khusus, yakni hubungan
masyarakat (HUMAS), untuk menjembatani anggota DPRD dengan media massa
dengan menggunakan pengelolaan manajemen yang baik dan menggunakan
konsultan humas yang professional. Ini tentu tidak lepas dari usaha agar para
politisi bersangkutan mendapatkan porsi peliputan yang tinggi di media massa
secara positif. Untuk selalu memberikan informasi sekitar proses kegiatan anggota
dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Makassar yang berlangsung.
5B. Rumusan Masalah
Untuk memudahkan mengetahui atau memahami anggota DPRD dalam
suatu daerah dan mengenal lebih dekat melalui Media Massa Harian (Tribun
Timur), utamanya kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Kota Makassar, maka
masalah pokok yang dijadikan obyek utama penelitian dalam skripsi ini adalah :
1. Bagaimana fungsi kontrol media massa Tribun Timur terhadap
rancangan kebijakan DPRD kota Makassar?
2. Apa implikasi kontrol media massa terhadap kinerja DPRD Kota
Makassar ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian skiripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Tujuan
a. Mengetahui bagaimana fungsi kontrol media massa Tribun Timur
terhadap rancangan kebijakan DPRD kota Makassar.
b. Mengetahui apa implikasi kontrol media massa terhadap kinerja
DPRD Kota Makassar.
2. Kegunaan
a. Diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini dapat menambah
khasanah ilmu-ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang politik.
b. Dengan adanya hasil penelitian yang terdapat dalam skripsi ini,
diharapkan dapat membantu proses pembelajaran secara akademik dalam
lingkungan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik khususnya pada jurusan
Ilmu Politik dan dalam studi-studi tentang media massa khususnya Tribun Timur
yang menyangkut tentang lembaga legislatif DPRD kota Makassar.
6D. Tinjauan Pustaka
Penelitian tentang Media Massa, terutama yang membahas soal fungsi kontrol
media massa terhadap DPRD sudah ada beberapa yang melakukan baik ilmuan maupun
mahasiswa  itu sendiri. Meskipun objek kajiannya bukan anggota DPRD. Penelitian ini
dilakukan melalui telaah pustaka (library research), maupun penelitian lapangan (field
research). Diantaranya;
1. Media Massa dan Tindakan Memilih “ (Studi Deskriptif Peran Media
Massa Terhadap Tindakan Memilih Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Karo Periode 2010 – 2015 di Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe) “. Oleh
Yessy Margaretha, bertujuan bagaimana menggambarkan tentang peran media massa
dan tindakan memilih masyarakat pada pemilihan kepala daerah kabupaten Karo periode
2010-2015. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta pemilih yang ada di desa
tersebut. Dengan jumlah 3,537 orang sesuai dengan data dari panitia pemungutan suara,
tanggal 20 Desember 2010. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Taro
Yamane dengan persentase sampel hanya 10% dengan kepercayaan 90% sehingga
diperoleh sampel sebanyak 98% orang. Sementara penarikan sampel yang digunakan
yaitu Purposive Sampling. Hal demikian menggambarkan adanya peran media massa
dengan tindakan memilih masyarakat dalam pemilihan. Dengan dikuatkan oleh
penelitian analisa tabel silang yang menunjukkan ada peran media massa yang cukup
baik atau bernilai positif terhadap tindakan masyarakat pada pilkada kabupaten Karo
peride 2010-2015 di desa Ketaren kecamatan Kabanjahe.
2. Strategi Pemberitaan Koran Tribun Timur Dalam mempertahankan
Pasar Di Sulawesi Selatan. Oleh Muhlis, Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga,
Yogykarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stratregi atau kiat-kiat pemberitaan
yang dilakukan Koran Tribun Timur dalam mempertahankan pasar di tengah ketatnya
persaingan pemberitaan di Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
7untuk mengetahui variasi berita yang disajikan dalam pemberitaan di Koran Tribun
Timur. Hal ini didasari karena dalam waktu yang relatif singkat Koran Tribun Timur
mampu melakukan penetrasi pasar dan menjadi kekuatan baru di tengah persaingan
pemberitaan antarkoran di Sulawesi Selatan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif
deskriptif dengan menggunakan tiga cara pengumpulan data yaitu observasi, wawancara
dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah Koran Tribun Timur di Makassar, Sulawesi
Selatan sedangkan informan-nya adalah pemimpin redaksi, sekertaris redaksi dan
wartawan Koran Tribun Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesuksesan
Koran Tribun Timur dalam merebut hati pembaca di Makassar tidak lain karena koran
tersebut hadir dengan kiat pemberitaan tersendiri yang berbeda dengan koran sejenis
yang sudah eksis lebih dulu. Kiat pemberitaan yang dimaksud adalah landasan penulisan
berita, melibatkan partisipasi masyarakat dan unsur kecepatan dan kedalaman berita yang
ditawarkan. Selain itu, Harian Tribun Timur menyajikan variasi berita yang cukup
beragam. Secara reguler Harian tersebut memberitakan berbagai aspek kehidupan
masyarakat, seperti: ekonomi, politik, pendidikan, olahraga, gaya hidup, leisure dan
komunitas. Aspek lain yang tidak diberitakan secara reguler juga mendapat peluang yang
sama untuk diberitakan. Hukum, agama, atau budaya misalnya, berita-berita seperti itu
dapat dimuat secara proporsional dalam pemberitaan Harian Tribun Timur di headline
atau rubrik tempat berita tersebut terjadi.
3. Analisa Surat Pembaca Pada Surat Kabar Harian Umum di Indonesia (
Suatu Studi Analisis Kontrol  dan Analisis Isi. Oleh Wahyuono T. Harry N. W, FISIP
UNHAS, Ujung Pandang 1998.
Sebagai salah satu model riset dalam komunikasi, analisis kontrol juga dikenal
sebagai penelitian sumber. Berdasarkan formula Lasswell maka menjadi penekanan
dalam analisis kontrol adalah “Unsur Who “ yang dalam hal ini di wakili oleh
komunikator. Ora L. Arboleda, juga melihat analisis kontrol sebagai suatu studi tentang
8komunikator-komunikator dan organisasi-organisasi komunikasi, seperti media massa.
Dalam hal ini meliputi pula sejarah suatu organisasi komunikasi, visi dan misi organisasi
permasalahan-permasalahan seputar media massa dan lain-lain. Onong Uchjana Effendy,
media massa sebagai suatu media yang mampu menimbulkan keserempatan di antara
khalayak yang sedang memperhatikan pesan yang dilancarkan media tersebut. Termasuk
dalam kriteria tersebut adalah surat kabar, majalah, radio, tv, dan film. Kemajuan
tekhnologi komunikasi turut mengiringi perkembangan media massa.
Sebagai suatu institusi sosial, media massa mempunyai fungsi penting dalam
komunikasi massa. Fungsi media massa oleh F. Rachmadi, menyatakan bahwa pada
hakikatnya bersifat relatif dan bertalian dengan keperluan yang beraneka ragam di dalam
masyarakat keberadaannya terkait dengan struktur masyarakat. Media massa telah
membantu dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah. Artinya, media
massa telah melakukan fungsinya yang oleh A.S. Achmadi fungsi tersebut di rinci sebagai
berikut:
1. Media massa memberitahukan dan membantu kita mengamati dunia
kita, yang berarti media melakukan fungsi pengawasan. Media menyediakan berita
informasi dan peringatan yang kita butuhkan untuk membuat keputusan.
2. Media massa mengatur agenda kita membantu menyusun kehidupan
kita.
3. Media massa membantu kita untuk berhubungan dengan bermacam-
macam kelompok atau golongan dalam masyarakat.
4. Media massa membantu mensosialisasikan kita.
5. Media massa digunakan untuk mengajak kita dan untuk memanfaatkan
sumber-sumber pesan.
6. Media massa adalah penghibur khalayak, meskipun dirinya sebagai
medium informasi pertama.
9Sedangkan Dennis McQuail menerangkan lima fungsi media massa dalam
masyarakat adalah sebagai berikut; (a). Fungsi Informasi yakni menyediakan informasi
tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia, menunjukkan hubungan
kekuasaan. Memudahkan inovasi, adaptasi dan keragaman; (b). Korelasi yakni
menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi menunjang
otoritas dan norma-norma yang mapan. Melakukan kesepakatan menentukan urutan
prioritas dan memberikan status relatif; (c). Kesinambungan yakni mengekspresikan
budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus serta perkembangan
budaya baru. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai; (d). Hiburan yakni menyediakan
hiburan pengalihan perhatian dan sarana relaksasi meredakan ketegangan sosial; dan (e).
Mobilisasi yakni mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang,
pembangunan, ekonomi, maupun agama.
Dari ketiga penelitian di atas yang membedakan penelitian penulis adalah yakni;
a). pada penelitian pertama yang fokus penelitiannya adalah betul adanya peran media
massa dalam mempengaruhi proses pemilihan kepala daerah kabupaten Karo di desa
Ketaren kecamatan Kabanjahe, b). penelitian kedua melihat bahwasanya media massa
Tribun Timur sebagai media yang lebih muda dibanding media sebelumnya lebih terbit,
mampu bersaing. Hal demikian karena strategi media Tribun Timur yang mumpuni yang
mampu mendombrak reting terbaik sebagai salah satu surat kabar yang terbaik di kota
Makassar. Salah satu sisi menarik Tribun Timur adalah berita reguler dan non reguler
menempati porsi yang sama, c). dan yang ketiga adalah terkait studi analisis kontrol atau
penelitian sumber dan analisis isi yang dilakukan oleh penulis pada salah satu media di
Indonesia, bahwa objek kajiannya media massa memiliki kemampuan untuk membuat
seseorang untuk larut dalam berita-berita yang disajikan media. Sedangkan penulis
memfokuskan kajiannya ke fungsi pengawasan media Tribun Timur terhadap anggota
DPRD Kota Makassar, akan tetapi pada prinsipnya ada kesamaan dari ketiga penelitian
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di atas dengan penelitian yang dikaji penulis. Secara keseluruhan semuanya melibatkan
media massa, baik peran dan fungsi media.
E. Kerangka Teori
Dalam rangka pembahasan mengenai fungsi kontrol media massa Tribun Timur
terhadap anggota DPRD kota Makassar, utamanya yang terdapat dalam salah satu media
cetak terbesar di Sulawesi Selatan yakni, Media Cetak Tribun Timur, terlebih dahulu
peneliti akan membangun sebuah kerangka yang akan digunakan dalam penelitian skripsi
ini dan apa-apa saja yang diperlukan peneliti dalam bentuk tahapan serta yang menjadi
modal peneliti dalam mengangkat permasalahan menjadi lebih komprehensif.
Media massa selain berfungsi sebagai sumber informasi, juga mempunyai
beberapa fungsi yang lain, yakni fungsi hiburan, promosi, pendidikan, propaganda, sosial
dan kemanusiaan, dan lainnya. Salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi kontrol
media massa merupakan sebuah pengawasan kelompok kepentingan atau kelompok
tertentu dalam sebuah lembaga politik yang berdiri secara bebas untuk masyarakat dalam
sebuah lingkungan sistem demokrasi. Salah satu fungsi kontrol inilah yang terdapat
dalam sebuah media massa politik yang lahir karena didorong oleh semangat demokrasi
kemanusiaan yang tinggi.
Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Infithar: 10-11), yang berbunyi;


Artinya: Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-malaikat) yang
Mengawasi (pekerjaanmu), Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-
pekerjaanmu itu).
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Hal inilah yang mendorong kepedulian  para pelaku media, khususnya media
cetak Tribun Timur untuk mempertahankan eksistensi mereka pada lapisan masyarakat
untuk selalu mengeluarkan berita yang betul-betul layak, aktual dan menjadi fenomena di
masyarakat demokrasi saat ini, khususnya yang terdapat dalam masyarakat kota
Makassar provinsi Sulawesi Selatan.
Penelitian seperti ini sebelumnya belum pernah dikaji. Ini merupakan pertama
kali penelitian terkait media massa (Tribun Timur) terhadap DPRD Kota Makassar. Jadi
sedikit peneliti mengalami kesulitan dikarenakan kekurangan referensi terkait penelitian
tentang fungsi kontrol media massa mengenai anggota DPRD Kota Makassar.
Untuk itu, dalam penelitian ini, ada dua alat yang digunakan oleh peneliti untuk
digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada yakni teori dan
analisis. Analisis Framing merupakan versi terbaru dari analisis wacana, khususnya untuk
menganalisis teks media. Gagasan mengenai framing, pertamakali dilontarkan oleh
Beterson tahun 1955. Mulanya, framing dimaknai sebagai struktur konseptual atau
perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana,
serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep
ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang mengandaikan
frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (strips of behavior) yang membimbing
individu dalam membaca realitas.5
Dalam ranah komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang
mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena
atau aktivitas komunikasi. Konsep tentang framing atau frame sendiri bukan murni
konsep ilmu komunikasi, akan tetapi dipinjam dari ilmu kognitif (psikologis). Dalam
praktiknya, analisis framing juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep
sosiologis, politik, dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu
5 Alex Sobur, Analisis Teks Media suatu Pengantar  untuk  Analisis Wacana, Analisis
Semiotik, dan Analisis Framing. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).,  hlm. 161-162.
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fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologis, politis, atau
kultural yang melingkupinya.
Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membeda cara-cara
atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi,
penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih
berarti, atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.
Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif
atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis
berita.
Dan teori kebijakan publik. Kebijakan (policy) adalah sekumpulan keputusan
yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan
dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-
kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya, (Budiarjo, 2008: 20).
Bahkan dikatakan produk utama dari sistem dan proses politik adalah kebijakan
publik. Jadi kebijakan publik adalah keputusan suatu sistem politik untuk mengelola
suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan dimana pelaksanaan keputusan tujuan
dan membutuhkan dikerahkannya sumber daya milik (semua warga) sistem tersebut.6
Defenisi Kebijakan Publik oleh Amir Santoso, yakni membagi dua kelompok menurut
para ahli, yaitu semua tindakan pemerintah adalah kebijakan publik dan kebijakan publik
adalah keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, dan memiliki
akibat yang dapat diramalkan.7 Dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai
tujuan itu. Dan pelaku tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.
Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (public policy, beleid),
menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita
6 Samodra Wibawa, “Politik Perumusan Kebijakan Publik”, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011), hlm.1
7 Miriam Budiarjo, op. Cit., hlm.20-21
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bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-
rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (policies) oleh pihak yang
berwenang, dalam hal ini pemerintah, (Budiarjo, 2008: 20-21).
F. Metode Penelitian
Penelitian ini, bersifat kepustakaan dan lapangan karena data-data yang diperoleh
berasal dari sumber literatur (library research), namun juga lebih banyak diperoleh dari
lapangan  (field research). Secara teoritis, metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan
fungsi kontrol media massa dari salah satu media surat kabar yang terdapat di kota
Makassar, yakni Media Cetak Tribun Timur yang ada di Kota Makassar.
2. Objek Penelitian
Adapun yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah anggota DPRD
kota Makassar yang merupakan lembaga politik. Hal ini berdasarkan pertimbangan
bahwa untuk lebih mengetahui secara jelas fungsi kontrol media massa maka semestinya
yang menjadi objeknya adalah mereka yang berkecimpung di lembaga legislatif sebagai
perwakilan rakyat daerah dan mereka yang bekerja di lembaga media massa Tribun
Timur, dengan berdasarkan kesiapan dan kesediaan mereka memberikan data yang
akurat kepada peneliti.
3. Prosedur Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan dan tepat, penulis menggunakan prosedur
pengumpulan data sebagai berikut:
a. Tahap persiapan
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1. Sebagai langkah awal penelitian, penulis menggunakan observasi
(mengamati) lokasi penelitian serta sarana dan prasarananya agar dalam penelitian ini
dapat mempermudah untuk melaksanakan wawancara dengan informan-informan yang
dipilih untuk diwawancarai.
2. Setelah langkah awal selesai, maka langkah selanjutnya penulis
menyiapkan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari
kesimpangsiuran dalam proses pelaksanaan wawancara, baik kekakuan wawancara
maupun ketersinggungan responden atau informan.
b. Tahap Pengumpulan Data.
Dalam pengumpulan data, penulis membagi dua cara tahap pengumpulan data,
yakni:
1. Sumber primer, yaitu data diperoleh dari berita-berita dari media Tribun
Timur dan wawancara penulis yang diperoleh dari informan.
2. Sumber sekunder, yaitu data diperoleh dari pustaka dan penelitian dari
beberapa orang.
4. Metode Pendekatan
Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini
adalah metode pendekatan deskriptif lebih spesifik digunakan pada penelitian ini.
Penelitian ini memberikan gambaran atau pemjabaran suatu objek penelitian
berdasarkan karakteristik yang dimiliki, dimana peneliti nantinya langsung turun
kelapangan.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif. Terbagi atas tiga
bagian (Seiddel, 1998) yakni;
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a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi
kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan,
mensintesiskan, dan membuat ikhtisar.
c. Berpikir, dengan jelas membuat agar kategori data itu mempunyai
makna, mencari dan menemukan pola, dan hubungan-hubungan dan membuat
temuan umum.8
Selanjutnya data yang diperoleh penulis dilapangan akan di analisa secara
kualitatif dengan cara-cara diatas. Mula-mula menelaah terlebih dahulu data yang
diperoleh. Kemudian hasilnya akan ditarik sebuah kesimpulan. Dengan data yang
didapatkan melalui fungsi kontrol media massa (Tribun Timur) terhadap anggota
DPRD Kota Makassar
G. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Skripsi ini berjudul : “Fungsi Konrol Media Massa Terhadap Anggota DPRD
Kota Makassar (Studi terhadap Media Cetak Harian Tribun Timur)”. Untuk terhindar
dari sebuah kesalahpahaman dalam pemaknaan dan memaknai judul di atas, maka
berikut ini dikemukakan variabel-variabel penting yang terkait langsung dengan judul
skripsi.
1. Pengertian Judul
Kata fungsi dalam istilah bahasa Indonesia yakni jabatan atau pekerjaan
yang dilakukan. Sedangkan kata kontrol adalah pengawasan. Ini dikhususkan
kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Makassar.
8 Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2004), hlm. 248
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Kata media adalah alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio,
televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan massa adalah sejumlah besar
benda (orang) yang dikumpulkan (disatukan) menjadi satu kesatuan.
Dan khususnya angggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di kota
Makassar.
Selanjutnya, pada masyarakat kota Makassar yang dimaksudkan disini
adalah masyarakat Makassar yang bekerja dan berkecimpung dalam salah satu
lembaga politik maupun ranah publik. Masyarakat Makassar sendiri perlu
dipahami sebagai sebuah komunitas atau suku bangsa yang berada di Indonesia
bagian Timur dan berdomisili di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa Fungsi Kontrol Media
Massa terhadap Anggota DPRD Kota Makassar merupakan pengawasan
kelompok kepentingan atau kelompok masyarakat dalam sebuah lembaga bebas
intervensi karena didorong oleh semangat kemanusiaan yang tinggi. Dimana
kepeduliannya untuk menyampaikan berita yang benar dan jujur  serta untuk
keberlangsungan hidup masyarakat dan Negara kita secara nasional dan
khususnya masyarakat Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dioperasionalkan pada pembahasan tentang
media cetak tribun timur dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) atau
politisi yang berkecimpung dalam lembaga politik di Kota Makassar, khususnya
Tribun Timur dalam melakukan fungsi kontrolnya sebagai lembaga yang bebas
untuk mengontrol mereka yang duduk di legislatif sebagai dewan perwakilan
rakyat daerah (DPRD) Kota Makassar di povinsi Sulawesi Selatan.
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H. Garis-garis Besar Isi Skripsi
Untuk mempermudah memahami dan mengetahui pembahasan dalam skripsi ini,
maka penulis sengaja memberikan deskripsi pada tulisan ini, yang disusun berdasarkan
urutan bab. Mulai dari bab I sampai dengan IV, yang secara umum dibagi sebagai
berikut :
Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang menggambarkan tentang latar
belakang, serta beberapa masalah pokok dalam skripsi ini. Diantaranya: rumusan
masalah, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan
penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.
Bab ini juga merupakan sebuah pengantar pada inti pembahasan.
Bab II, Berisi tentang sepintas sejarah Media Cetak Tribun Timur serta
perkembangannya di wilayah kota Makassar.
Bab III, Berisi tentang media massa Tribun Timur melaksanakan fungsi
kontrolnya terhadap rancangan kebijakan DPRD kota Makassar. Dan implikasi kontrol
media massa terhadap kinerja DPRD Kota Makassar.
Bab IV, Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan implikasi
seluruh uraian dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sekaligus jawaban terhadap
permasalahan yang terkandung dalam skripsi ini.
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BAB II
SEJARAH TRIBUN TIMUR
A. Sejarah Media Cetak Tribun Timur
Harian Tribun Timur termasuk pendatang baru di  Kota Makassar, koran
tersebut pertamakali  terbit pada tanggal 09 Februari 2004. Pada mulanya, persada
sebagai pengelola memiliki keraguan untuk dapat mengembangkan Tribun Timur
di Kota Makassar. Maklum, sebelum Tribun Timur terbit ada beberapa koran
harian lokal yang sudah lebih terbit di Kota Makassar. Bahkan diantarannya ada
koran harian yang terbit hampir tiga dekade.9
Harian Tribun Timur adalah salah satu koran lokal yang berkedudukan di
kota Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kantornya berada di jalan
Cendrawasih No. 430 Makassar, Indonesia. Harian Tribun Timur dikelola oleh
sebuah perusahaan bernama PT. Indopersada Primamedia, Divisi Koran Daerah
Kompas Gramedia. Untuk memperlancar pemberitaan Harian Tribun Timur,
Kompas Gramedia bekerjasama dengan Bosowa Grup, Perusahaan Nasional yang
berbasis di Makassar.
Sebelum menerbitkan Harian Tribun Timur, PT. Indopersada Primamedia
(Persda Network) sudah terlebih dahulu menerbitkan beberapa koran daerah atau
lokal di daerah lain di Indonesia, seperti: Timika Pos di Timika, Pos Kupang di
Kupang, Sriwijaya di Palembang, Banjarmasin Pos di Banjarmasin, Serambi
Indonesia di Aceh, Bangka Pos di Bangka dan sebagainya. Harian Tribun Timur
merupakan koran generasi kedua dengan bendera Tribun yang dikelola oleh PT.
Indopersada Primamedia. Koran generasi pertama yang berbendera Tribun adalah
koran Tribun Kal-Tim di Kalimantan Timur.
9 Profil Tribun Timur di www.tribun-timur. Com, (17 Juni 2013)
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Setelah Tribun Kal-Tim sukses di Kalimantan Timur, PT. Indopersada
Primamedia merasa percaya diri dan berkepentingan untuk mengembangkan
daerah di kota-kota besar lainnya. Kota tujuan berikutnya adalah Makassar, ibu
kota Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan Kota Makassar sebagai daerah
pengembangan Koran Daerah Kompas Gramedia cukup beralasan. Pertama,
populasi penduduk Kota Makassar cukup besar 1.179.023 jiwa.10 Kedua, Kota
Makassar merupakan kota utama pintu gerbang Indonesia Timur. Dengan
demikian, menurut keyakinan PT. Indopersada Primamedia adalah ketika ia dapat
menguasai bisnis surat kabar di Kota Makassar berarti Persada sudah dapat
dikatakan menguasai Indonesia Timur.11
Dalam hal ini melihat perkembangan pesat yang dialami oleh Tribun
Timur, khususnya Media Cetak Tribun Timur  yang setiap harinya terbit membuat
media Tribun Timur makin mengibarkan sayapnya.  Adapun yang dimaksud
Media cetak adalah saluran komunikasi dimana pesan-pesan verbalnya tertulis
maupun dalam bentuk gambar-gambar seperti karikatur dan komik dilakukan
dalam bentuk tercetak. Media ini sangat baik disebarluaskan untuk mereka yang
bisa membaca dan memiliki waktu senggang yang cukup. Sebuah surat kabar atau
media cetak lainnya punya kelebihan, yakni bisa dibaca oleh banyak orang
terutama dalam satu rumah tangga, asrama, hotel, atau di perpustakaan. Meskipun
media ini tidak memiliki jangkauan jauh, kecuali hanya tempat-tempat yang bisa
dimasuki transportasi mengantar surat kabar. Tetapi hal ini tidak membuat media
Tribun Timur untuk menghentikan surat kabar-nya. Tribun Timur  mala semakin
menciptakan inovasi baru dalam media cetak yang terbit setiap harinya. Terbukti
10 Abdul Aziz, Strategi Pemberitaan Harian Tribun Timur  dalam Mempertahankan
Pasar di Sulawesi Selatan, (UIN Alauddin Makassar, 2011)., hlm. 31
11 Dahlan Dahi, Pimpinan Redaksi Harian Tribun Timur, pernyataannya dalam skripsi,
Abdul Aziz, 05 Januari, 2011
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sampai sekarang media cetak (dalam hal ini surat kabar) Tribun Timur dapat
bertahan dan masih terbit setiap harinya sampai sekarang.
Percetakan Tribun Timur merupakan salah satu percetakan yang dikelola
PT. Indopersada Primamedia (Persada Network), divisi koran daerah kompas
gramedia. Percetakan Tribun Timur sudah eksis sejak tahun 2004, dari hanya
mencetak Koran Tribun Timur kini mencetak berbagai produk dan tabloid, baik
produk kompas Gramedia Printing Network maupun produk lokal. Produk
Kompas Gramedia Printing Network yang di cetak dipercetakan Tribun Timur:
a. Harian Kompas
b. Tabloid Bola
c. Mailer Makro
d. Mailer Carrefour, dan lain-lain
Produk lokal yang di cetak dipercetakan Tribun Timur
1. Majalah warta Sinjai
2. Kalender
3. Tabloid Asmat, memem Atakam (Kab. Asmat), dan lain-lain.
Selain cetak-mencetak Tribun Timur juga menerima print film untuk
Koran dan tabloid. Prosessor film (Stringrai QS 63) Tribun Timur dapat film
ukuran besar maksimal 800 mm x 550 (centre spead) dengan resolusi 1200 dpi.
Tribun Timur menerima eksplote plate cetak dengan ukuran 889 x 607 mm x 0.30.
Bagi Tribun Timur kualitas cetak dan delivery time adalah nomor satu.
B. Media Massa dan Partai Politik
Istilah media massa memberikan gambaran mengenai alat komunikasi
yang bekerja dalam berbagai skala terbatas hingga dapat mencapai dan melibatkan
siapa saja dalam masyarakat dalam skala yang sangat luas. Istilah media massa
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mengaju pada sejumlah media yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu tetap
digunakan hingga saat ini seperti surat kabar, majalah, film, televisi, dan
internet.12 Mengingat betapa luasnya pengaruh media, kritisi media, Goran
Hedebro sampai berujar, “Media adalah pembentuk kesadaran sosial yang pada
akhirnya menentukan persepsi orang terhadap dunia dan masyarakat tempat
mereka hidup, Goran Hedebro, (dalam Idi di Ibrahim: 2011).”
Salah satu fungsi klasik media massa adalah ialah menjadi wacana
pembentukan pendapat umum. Melalui berita, komentar, editorial, dan artikel
yang dimuat dalam surat kabar serta wawancara yang dilakukan dalam media
televisi dan radio dapat menimbulkan berbagai macam tafsiran dan pendapat yang
berbeda-beda dari kalangan pembaca dan pemirsa. Media massa dengan
kemampuannya dalam membentuk agenda, dapat memancing khalayaknya untuk
menyatakan apakah iya setuju atau tidak terhadap gagasan yang dilemparkan oleh
media massa. Oleh sebab itu, media massa tidak hanya dapat dilihat dari aspek
industri hiburan dan informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentuk pendapat
umum.
Dengan kemampuan media massa membentuk pendapat umum, aktivitas
para pemimpin negara, politisi, dan para pengambil kebijakan publik tidak dapat
dipisahkan dengan peran media. Di satu sisi media dapat menyebarluaskan
informasi dan ide-ide baru kepada para pengambil keputusan, sebaliknya pejabat
pemerintah, politisi, dan usahawan menjadikan media sebagai saluran untuk
12 Pengertian media massa mulai menunjukkan batasan yang tidak jelas, atau dianggap
tidak jelas oleh sebagian orang, dengan munculnya sejumlah media massa baru yang memiliki
karakterisitik yang berbeda dengan media massa yang sudah ada sebelumnya. Media massa baru
atau lebih sering disebut dengan “media baru” ini bersifat lebih individual, lebih beragam
(diversifield) dan lebih interaktif, contohnya Internet. Walaupun  media baru menunjukkan
pertumbuhan yang cepat namun belum terlihat tanda-tanda bahwa “media lama” akan berkurang
peranannya dibandingkan sebelumnya. Peranannya tetap bertahan dengan cara terus-menerus
menambah kemampuannya dalam upaya menghadapi tantangan yang dimunculkan media baru
(dalam Morisson: 2013, hlm. 479).
22
memperkenalkan gagasan-gagasan mereka kepada anggota masyarakat. Begitu
besarnya pengaruh media dalam pembentukan pendapat umum sehingga 9 dari 10
orang Amerika percaya bahwa media memiliki pengaruh yang tinggi dalam
pembentukan pendapat umum.
Hubungan antara media dan politik sudah berlangsung lama, jauh sebelum
ilmu politik menemukan jati dirinya sebagai ilmu yang berdiri sendiri dari filsafat.
Karena hubungan yang begitu erat antara media dengan politik, studi tentang
pengaruh pers dalam pembentukan pendapat umum (opini publik) selalu
mendapat tempat dalam disiplin ilmu politik. Namun, studi tentang pengaruh
media terhadap aktivitas baru menarik bagi para ilmu-ilmu sosial nanti di tahun
1930-an, terutama dalam hubungannya dengan pernyataan para negarawan dan
pemimpin partai politik yang mempengaruhi opini publik.
Menurut McQuail (dalam Morissan, 2013: 480), media massa
memiliki sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah
besar dan luas, bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa
saja yang muncul di media massa. Karakteristik media tersebut memberikan
konsekuensi bagi kehidupan politik dan budaya masyarakat kontemporer dewasa
ini. Melihat dari aspek politik, media massa tentu menjadi elemen yang penting
dalam proses demokratisasi karena menyediakan arena dan saluran bagi debat
publik, menjadikan calon pemimpin dikenal luas oleh masyarakat dan juga
berperan menyebarluaskan berbagai informasi dan pendapat.
Kini media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam proses
politik, bahkan menurut Lichtenberg (1991) media telah menjadi aktor  utama
dalam bidang politik. Ia memiliki kemampuan untuk membuat seseorang
cemerlang dalam karier politiknya. Hal itu diakui oleh Robert W. McChesney “ in
nearly all variants of social and political theory that media and communication
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system are cornertones of modern societies. In political term, they serve to
enhance democracy” (dalam hampir semua varian teori sosial dan politik yang
media dan sistem komunikasi merupakan landasan masyarakat modern. Dalam
jangka politik, mereka melayani untuk meningkatkan demokrasi).
Media massa telah menjadi objek perhatian dan objek peraturan (regulasi).
Media massa juga menjadi objek penelitian hingga menghasilkan berbagai teori
komunikasi massa. Dalam bidang politik, penentuan sikap tindak demokratis
suatu organisasi atau individu sudah semakin tergantung pada media massa.
Keputusan atau pembahasan atas berbagai isu sosial penting saat ini sudah harus
memperhitungkan peranan media massa, baik itu tujuan baik atau sebaliknya.13
Louis Althusser (dalam Alex Sobur 2009: 30) menulis bahwa media,
dalam hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi strategis, terutama
karena anggapan akan kemampuannyan sebagai sarana legitimasi. Media massa
sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan, agama, seni, dan kebudayaan,
merupakan bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna
membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa (ideological
states apparatus).14
Sedangkan Antonio Gramsci melihat media sebagai ruang di mana
berbagai ideologi direpresentasikan. Ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi
sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana
publik. Namun di sisi lain, media juga bisa menjadi alat resistensi terhadap
kekuasaan. Media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi
13 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.
480
14 Alex Sobur, Analisis Teks Media suatu Pengantar  untuk Analisis Wacana, Analisis
Semiotik, dan Analisis Framing. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009)., hlm. 30
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dominan bagi kepentingan kelas dominan, sekaligus juga bisa menjadi instrumen
perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.
Walaupun terjadi kritik antara Althusser dan Antonio, namun kedua
pemikir itu sama-sama sepakat bahwa media massa bukan sesuatu yang bebas,
independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Jelasnya, ada
berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Di samping kepentingan
ideologi antara masyarakat dan negara, dalam diri media massa juga berselubung
kepentingan yang lain; misalnya kepentingan kapitalisme pemilik modal,
kepentingan keberlangsungan (suistainabilitas) lapangan kerja bagi para karyawan
dan sebagainya.
Oleh sementara orang, media (pers) acap disebut sebagai kekuatan
keempat dalam kehidupan sosial-ekonomi dan politik. Hal ini terutama
disebabkan oleh suatu persepsi tentang peran yang dapat dimainkan oleh media
dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dan politik
masyarakat. Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau
gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai kemampuan untuk berperan
sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, antara lain, karena media
juga dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan,
dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan
dalam konteks kehidupan yang lebih empiris.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebenarnya media berada pada posisi
yang mendua, dalam pengertian bahwa ia dapat memberikan pengaruh-pengaruh
“positif” maupun “negatif”. Tentu saja, atribut-atribut normatif ini bersifat sangat
relatif, bergantung pada dimensi kepentingan yang diwakili. Maka dari itu media
massa dalam berbagai analisis kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, media
sering ditempatkan sebagai salah satu variable determinan. Bahkan dalam
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posisinya sebagai institusi informasi, dapat pula dipandang sebagai faktor yang
paling menentukan dalam proses-proses perubahan sosial, budaya, dan politik.
Oleh karena itu dalam konteks media massa sebagai institusi media
informasi, Karl Deutsh (dalam Alex Sobur, 2009: 31), menyebutnya sebagai “urat
nadi pemerintah” (the nerves of government). Hanya mereka yang mempunyai
akses kepada informasi, kira-kira demikian Deutsch berargumentasi, yang bakal
menguasai percaturan kekuasaan. Atau paling tidak, urat nadi pemerintahan itu
sebenarnya berada di jaring-jaring informasi.
Sedangkan Partai Politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut
serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dewasa ini partai
politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai
bukan sesuatu dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup
panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan
organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan
dengan organisasi Negara. Dan ia baru  ada di Negara modern.15
Bagi suatu negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi
maupun yang sedang membangun proses demokratisasi, partai politik menjadi
sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan
pemerintah. Pembentukan partai politik berdasarkan atas prinsip-prinsip
demokrasi, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas melalui pemilihan
umum. Untuk menciptakan pemerintahan yang mayoritas, diperlukan partai-partai
yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik untuk ikut dalam pemilihan
umum. Melalui partai rakyat berhak menentukan; siapa yang akan menjadi wakil
15 Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik",(Jakarta: Gremedia Pustaka Utama
2010), hlm. 397
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mereka serta siapa akan menjadi pemimpin yang menentukan kebijakan umum
(public policy).16
Menurut sejarahnya, partai politik lahir pertamakali di Eropa Barat dari
dua kekuatan, yakni dari parlemen dalam bentuk kelompok-kelompok elitis yang
didirikan untuk mempertahankan kedudukan raja, dan partai politik yang lahir di
luar parlemen yang bersandar pada ideologi atau pandangan hidup tertentu, seperti
sosialisme, kristen demokrat, dan semacamnya. (Budiarjo, dalam Hafied Cangara,
2009: 208).
Mengenai pengertian partai politik cukup banyak sarjana telah
mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut.
1. Carr (dalam Hafied Cangara, 2009: 208), “political party is an
organization that attemps to achieve and maintain control of government” (Partai
politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara
pengawasan terhadap pemerintah).
2. Nimmo (dalam Hafied Cangara, 2009: 208), “a political party is a
coalition of fairly stable, enduring, and frequenly conflicting interests, organized
to mobilize support in competitive election in order to control policy making.”
3. Ranney (dalam Hafied Cangara, 2009: 208), “a political party is
an organization that sponsors candidates for political office under the
organization’s name.”
Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Budiarjo (dalam
Hafied Cangara, 2009: 209) bahwa suatu kelompok yang terkelola yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan
kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan
16 Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep, teori, dan Strategi, (Jakarta : Rajawali
Pers, 2009 ), hlm. 207
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politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-
kebijaksanaan umum. Sementara dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002
Republik Indonesia (RI) dinyatakan bahwa “ Partai Politik adalah organisasi
politik yang dibentuk oleh kelompok warga Negara RI secara sukarela atas dasar
persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota,
masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
Dari berbagai pengertian partai politik yang telah dikemukakan, ada tiga
prinsip dasar dari partai politik, yakni sebagai berikut.
 Partai sebagai koalisi, yakni membentuk koalisi dari berbagai
kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibentuk atas
dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi. Dalam tubuh Partai Golkar
misalnya Kehadiran ada faksi Kosgoro, MKGR, dan Kopri  (sebelum tahun 1999),
demikian pula dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terdapat faksi
NU, Parmusi, Perti, dan PSSI. Kehadiran faksi-faksi dalam partai besar sering
mengacaukan kesatuan partai karena satu sama lain berusaha menjadi dominan
dalam partai.
 Partai sebagai organisasi, untuk menjadi institusi yang eksis,
dinamis, dan berkelanjutan partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan
dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus
representasi dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya adalah mencalonkan
anggota untuk pemilu dengan label partai, mengambil bagian dalam pemilu,
mengajukan calon yang disepakati, mengumpulkan dana, dan membuat isu
propaganda dalam kampanye. Untuk itu, partai politik melakukan mobilisasi
kepada anggota-anggotanya untuk loyal kepada partai.
 Partai sebagai pembuat kebijakan (policy making). Partai politik
juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pemgambilan kebijakan.
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Partai politik mendukung secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk
menduduki jabatan-jabatan publik. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan
untuk memengaruhi atau mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup
kekuasaannya, bahkan turut memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di
kementerian di mana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolegitas
partai.
Jadi antara media massa dan partai politik sangat memiliki keterkaitan
yang penting, di mana media massa yang berfungsi sebagai sumber informasi dan
alat yang bisa membuat seseorang atau kelompok dan sebagainya dapat dengan
mudahnya terkenal dan eksis melalui berita-berita yang diolah oleh para wartawan
dan editor. Sehingga partai politik tentunya sangat butuh alat yang digunakan
untuk memperkenalkan partai dan gagasan-gagasan politiknya yang cemerlang
untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Tentunya alat yang mudah dia gunakan
untuk itu adalah media massa, di samping media merupakan sarana yang paling
ampuh untuk menggumpulkan banyak-banyak konstituen untuk memperkuat basis
partainya.
Demikian pentingnya peran iklan politik “bisnis partai politik”, Sehingga
salah satu parameter bonafiditas partai politik terletak pada seberapa banyak dana
yang digelontarkan untuk iklan tersebut. Di samping itu, iklan politik merupakan
jendela kamar dari sebuah partai politik. Ia sanggup menghubungkan partai politik
dengan masyarakat, khususnya calon pemilih.17
Media massa dan partai politik ibarat dua dunia berbeda dalam satu wadah
di mana semuanya tentu suka mendapatkan pengikut,simpatisan atau apalah
istilahnya, jika media massa banyak di kunjungi pembaca tentulah ratingnya juga
semakin tinggi dan dengan demikian semakin mahal pula nilai iklannya atau
17 Sumbo Tinarbuko, Iklan Politik dalam Realitas Media, (Yogyakarta dan Bandung:
Jalasutra, 2009, hlm. 1
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banyak job-job yang di dapatkan misalnya review produk dan jasa, tidak jauh
dengan partai politik yang juga pastinya suka jika mendapatkan simpatisan
banyak apalagi jika suaranya  memenangkan sebuah pemilu rating partai tadi
maka sangat tinggi dan dengan rating tinggi maka secara otomatis partai politik
tadi akan punya kuasa untuk menentukan arah sebuah bangsa atau negara ini
kemana.
Kemiripan media massa dan partai politik sudah jelas, dan karena
kemiripan inilah tidak heran jika ada media massa memanfaatkan kebesaran
sebuah partai politik sebagai media berita yang di anggap menarik karena dengan
demikian secara otomatis simpatisan partai terkait entah berapa persennya akan
membaca berita yang di sampaikan. Tidak jauh beda dengan partai politik yang
menyampaikan pesan moral atau kampanyenya di media massa itupun juga tidak
mau melewatkan kesempatan untuk menarik simpatisan dari media massa
tertentu. Kemudian, kalau begitu sudah jelas bahwa media massa dan partai
politik itu sama sama membutuhkan dan satu sama lain tidak bisa di tinggalkan.
C. Partai Politik dan Tribun Timur di Kota Makassar
Partai politik pertama-tama lahir di Negara-negara Eropa barat, dengan
meluasnya gagasan bahwa rakyat merupan faktor yang perlu diperhitungkan serta
diikut sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan
dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah
dipihak lain. Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18-an di negara-
negara Barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada
kelompok-kelompok politik  dalam parlemen.
Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan
kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Oleh karena di rasa
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perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-
kelompok politik di parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan
organisasi massa. Maka pada akhir abad ke 19 lahirlah partai politik, yang pada
masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung (link) antara pihak rakyat dan
pemerintah di pihak lain.
Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan
menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian,
terjadi arus informasi dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari ke atas. Dalam
pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang
memerintah  dan yang diperintah. Peran partai politik sebagai jembatan sangat
penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua
kelompok masyarakat, dan dipihak lain pemerintah harus tanggap terhadap
tuntutan masyarakat.
Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai
perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideals). Kadang-
kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat
pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara”.
Dari pantauan kita selama ini, sebagian besar penyumbang dana bagi
partai politik berasal dari kalangan pengusaha. Itulah yang mengakibatkan kenapa
kebijakan yang dihasilkan oleh negara, mulai dan eksekutif, legislatif cenderung
tidak atau mengabaikan kepentingan rakyat. Padahal, idealnya, partai politik
menggalang dana dari konstituennya dan tidak mengandalkan dari para pengusaha
yang sarat dengan kepentingan bisnis.18
Meskipun kita tahu mekanisme pendanaan partai politik sudah  diatur
dalam UU Partai Politik bahwa setiap dana yang diperoleh partai politik harus
18 Sumbo Tinarbuko, Iklan Politik dalam Realitas Media, (Yogyakarta dan Bandung:
Jalasutra, 2009, hlm. 3
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diaudit. Tapi hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan publik
mengalami kesulitan ketika meminta laporan penggunaan dana partai politik yang
berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Maklum saja, APBN adalah dana publik dan sudah sepantasnya partai
politik memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan uang itu.
Pada akhirnya, mekanisme pendanaan seperti itu dapat menimbulkan sejumlah
masalah dalam partai politik itu sendiri misalnya kualitas kader, korupsi dan
kemandirian partai politik.
Dana partai politik itu memang tidak diatur transparan oleh undang-
undang termasuk pembatasannya, sehingga banyak kader partai menyalahgunakan
uang Negara, baik APBN dan APBD, untuk operasional partai dan kepentingan
diri sendiri. Karena itu transparansi dan akuntabilitas pendanaan harus
dikedepankan, selain audit dan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar politik
uang atau melakukan korupsi terhadap APBN atau APBD.
Meninjau kembali salah satu partai, yakni Partai Nasional Demokrat
(NasDem) yang ingin membiayai calon anggota legislatif potensial pada pemilu
legislatif 2014 mendapat sorotan dari politisi partai politik lainnya hingga sempat
menjadi polemik. Publik juga memberikan respon beragam terhadap gagasan
tersebut hingga memunculkan persepsi dari mana sumber dananya? Kemudian
melebar dari mana saja sumber dana partai politik.?
Apalagi calon legislatif (caleg) yang terpilih sebagai anggota legislatif baik
ditingkat maupun daerah, nantinya menjadi salah satu sumber yang memberikan
kontribusi sumbangan kepada partai politiknya. Jika mencermati ada anggota
legislatif maupun kepala daerah  yang merupakan kader partai politik terjerat
kasus korupsi, muncul persepsi lainnya, sesungguhnya seberapa besar sumbangan
kader terhadap partai politiknya?
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Hubungan antara media dengan partai politik sudah berjalan sekian lama,
dan hubungan itu bisa dikatakan tidak bisa dipisahkan antara keduanya, bukan
saja karena wartawan membutuhkan partai politik  atau politisi sebagai sumber
informasi (maker of news), tetapi juga para partai politik memerlukan media
untuk memperkenalkan dan mempromosikan partainya kepada simpatisan
(masyarakat) melalui media. Melalui media massa (Tribun Timur) partai politik
dengan mudah mendapatkan simpatisan-simpatisan untuk memperkuat basis
partai politik mereka. Tidak heran jika wartawan sering tampak bergerombol di
depan gedung atau basis-basis partai politik  tertentu. Mereka menunggu
kesempatan untuk mewawancarai para politisi. Selain dengan cara itu, para
politisi partai seringkali mengundang para wartawan untuk makan malam,
berkunjung ke proyek atau dia sendiri yang berkunjung ke kantor redaksi untuk
diwawancarai dan dipublikasikan. Namun hubungan ini kadang menimbulkan
gesekan yang kurang harmonis. Oleh karena itu, ada yang mengatakan hubungan
antara keduanya seperti benci, tetapi rindu (hate and love),seperti ucapan Senator
Orlando Marcado bahwa  “It is clear that media needs politician, as politician
needs media. There are inextricably joined together in a “love-hate” relationship.
Media massa Tribun Timur memiliki hubungan yang sangat erat dengan
organisasi politik maupun partai politik. Hubungan ini berkaitan dengan fungsi
media Tribun Timur  sebagai penyebar informasi dan alat propaganda yang efektif
bagi partai politik dalam mengkampanyekan program serta tujuan partai tersebut.
Apalagi mengingat baru-baru ini kota Makassar sedang melakukan pesta
demokrasi, baik itu pemilihan walikota Makassar yang dilakukan bulan
September 2013 dan pemilihan anggota DPRD 2014 mendatang. Partai politik
akan selalu muncul di media yang dibawahkan oleh politisi yang menjadi kandidat
calon legislatif untuk berkampanye.
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D. Tribun Timur dan Masyarakat di Kota Makassar
Data penduduk merupakan data resmi dari badan pusat statistik di Kota
Makassar. Tetapi ada yang meyakini bahwa populasi penduduk kota Makassar
jauh lebih besar yaitu mencapai 1-7 juta jiwa. Artinya, populasi penduduk kota
Makassar terbesar ke dua di luar pulau Jawa yaitu setelah Medan atau terbesar ke
empat atau kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar.
Dengan banyaknya populasi penduduk di kota Makassar ini
mengindikasikan bahwa kebutuhan informasi banyak pula. Jenis informasi
apapun itu sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Hal demikian yang
membuat para awak media untuk selalu berupaya memberikan sebaik mungkin
berita atau informasi yang menarik dan layak untuk masyarakat, khususnya media
Tribun Timur mengingat persaingan semakin ketat antarmedia lokal lainnya di
kota Makassar dewasa ini.
Tetapi Tribun Timur bisa menepis semua kekhawatirannya. Kini Harian
Tribun Timur sudah menjadi koran lokal yang terkemuka di Sulawesi Selatan
bahkan di Indonesia.  Harian Tribun Timur senantiasa berusaha hadir dengan
pelayanan berita yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada
umumnya. Tribun Timur sudah menjadi  pimpinan baru dalam surat kabar,
inovasi dan terobosan yang dilakukan.
Seiring berjalannya waktu Harian Tribun Timur mengalami pertumbuhan
yang semakin mengesankan. Pada tahun 2007 Tribun Timur merupakan koran
daerah yang terbaik dalam kelompok persada. Kriteria terbaik merupakan
penilaian internal kelompok persada yang dilihat dari empat faktor yaitu: financial
perspective, business process, learn ang growth, and customer perspective.19
19 Abdul Aziz, Strategi Pemberitaan Harian Tribun Timur  dalam Mempertahankan
Pasar di Sulawesi Selatan, (UIN Alauddin Makassar, 2011)., hlm. 34
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1. Sisi internal financial perspective adalah pertumbuhan finansial
Harian Tribun Timur sebagai institusi bisnis yang cukup pesat dan terbaik
diantara semua koran daerah yang dikelola kelompok Persada Kompas Gramedia;
2. Business process, adalah bekerja dengan baik;
3. Learn ang growth merupakan tinjauan inovasi; dan
4. Dari sisi eksternal yaitu customer perspective.
Tinjauan customer perspective, dapat dilihat dari respon masyarakat
(pembaca) terhadap keberadaan Tribun Timur. Respon dapat dilihat dari dua cara.
Pertama, secara kualitatif yaitu konsep berita dan design. Tribun Timur
menawarkan konsep berita dan design yang baru dan dapat diterima dengan oleh
masyarakat Sulawesi Selatan. Kedua secara penafsiran pembaca. Sejak pertama
kali, Harian Tribun Timur melakukan penafsiran pembaca dengan cepat.
Keberhasilan aspek penafsiran pembaca dapat dilihat dari tiga aspek yaitu
sirkulasi (Jangkauan atau penyebaran), iklan dan branding. Yang dilakukan
Harian Tribun Timur diseluruh wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Barat.
Dari aspek iklan, menurut survey AC Nielson 2008, Harian Tribun Timur
merebut hampir 50 persen iklan di Kota Makassar (iklan lokal maupun nasional).
Terlihat dengan beberapa merek nasional yang bermitra dan mempercayakan
Harian Tribun Timur sebagai media beriklan seperti: Telkomsel, Indosat, LG,
Esia, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Matahari, Gudam Garam, dan lain-
lain.20 Dan produk lokal juga banyak yang bermitra dengan Tribun Timur.
Visi misi Tribun Timur yaitu menjadikan kelompok usaha penerbitan surat
kabar daerah terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia melalui informasi yang
terpercaya, untuk memberikan spirit baru dan mendorong terciptanya
20 Abdul Aziz, Strategi Pemberitaan Harian Tribun Timur  dalam Mempertahankan
Pasar di Sulawesi Selatan, (UIN Alauddin Makassar, 2011)., hlm. 35
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demokratisasi daerah dengan menjalankan bisnis yang beretika, efisiensi, dan
menguntungkan.
Selain memiliki visi misi Harian Tribun Timur juga memiliki ikon
tersendiri sebagaimana institusi lainnya. Ikon Harian Tribun Timur adalah spirit
baru Makassar. Untuk mewujudkan visi misi tersebut Tribun Timur mendorong
terciptanya kota Makassar tumbuh menjadi kota modern dan melayani masyarakat
kaum profesional. Maka dari itu, Harian Tribun Timur memberikan ruang yang
cukup besar kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemberitaan
dengan menyediakan rubrik publik service atau layanan masyarakat. 21
Ikon Harian Tribun Timur terletak pada halaman pertama, bagian atas atau
tepat melekat dibawah tulisan Tribun Timur. Dari sisi design, penempatan tulisan
sangat menarik, artistik dan mudah dilihat. Pembaca dapat melihat dan menghafal
dengan sangat mudah ikon tersebut. Dengan demikian, ketika kita mendengar atau
membaca tulisan Spirit Baru Makassar.22
Selain desain yang menarik, ikon Tribun Timur memiliki makna yang
cukup mendalam. Spirit Baru Makassar, dimaknai sebagai sumber inspirasi
tentang hal-hal yang baru. Harian tersebut hadir untuk melayani kebutuhan
informasi masyarakat modern. Tribun terus berinovatif untuk menjadi pelopor
inspirasi kemajuan industri surat kabar. Kehadiran Harian Tribun Timur di
Makassar diharapkan dapat menjadi sumber informasi masyarakat secara umum di
Sulawesi Selatan.
21 Abdul Aziz, Strategi Pemberitaan Harian Tribun Timur  dalam Mempertahankan
Pasar di Sulawesi Selatan, (UIN Alauddin Makassar, 2011)., hlm. 36
22 Abdul Aziz, Strategi Pemberitaan Harian Tribun Timur  dalam Mempertahankan
Pasar di Sulawesi Selatan, (UIN Alauddin Makassar, 2011)., hlm. 36-37
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E. Undang-Undang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia
Adapun hubungan antara pers dan pemerintah (termasuk politisi)
mengalami pasang surut dalam perjuangan menegakkan demokrasi, terutama
dalam mengingatkan para petugas Negara yang diberi legitimasi sebagai wakil
rakyat untuk mengurus kepentingan rakyat, namun kondisi itu tidak mengurangi
nyali para wartawan untuk melaksanakan profesionalisme dengan rambu-rambu
hukum yang bisa menjerat mereka dalam bentuk delik pidana. Idealisme dan
profesionalisme untuk menduduki mereka sebagai watchdog (Anjing penjaga)
seperti istilah Sayed Arabi Idiid sebagai inspektur jendral yang bertugas
mengkritisi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dan cita-cita demokrasi.
Pers sekali-kali perlu menggigit, tetapi kalau bisa jangan sampai melukai. Bahkan
dalam posisi yang lebih penting pers atau media ditempatkan pada posisi the
fourth branch of government, yakni sebagai pilar keempat demokrasi selain
parlemen (legislatif), pemerintah (eksekutif), dan peradilan (yudikatif).23
Begitu juga konsekuensi hukum hubungan antara media dan politik dapat
dilihat sebagai suatu hal yang sangat menarik, terutama ketergantungan antara
sumber berita dengan pihak yang memberitakan. Namun, di sisi lain hubungan itu
cukup rawan jika para pekerja media tidak hati-hati menjalankan tugas
kewartawanannya secara profesional sebab hal itu bisa menimbulkan delik
hukum.
Ada beberapa faktor yang bisa menyeret para pekerja media ke dalam
delik hukum, antara lain:
1. Arogansi profesi, terutama para pekerja media yang berusia muda;
2. Tidak menjaga privasi orang lain;
23 Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep, teori, dan Strategi, (Jakarta : Rajawali
Pers, 2009 ), hlm. 147-148
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3. Memandang profesi wartawan sebagai profesi istimewa
(merangsang orang muda untuk aktualisasi diri);
4. Melakukan malpraktik jurnalistik;
5. Sumber daya manusia (SDM) yang tidak profesional untuk bisa
membedakan mana yang seharusnya diberitakan, dan mana yang tidak seharusnya
diberitakan;
6. Melakukan character assassinotion;
7. Mengacaukan masyarakat;
8. Menabrak rambu-rambu UU Pers dan penyiaran serta etika
jurnalistik.24
Efek ketidakprofesionalan liputan media sudah tentu akan membawa
konsekuensi hukum dari hubungan politik dengan media. Menurut Ginting dalam
dewan pers (2003), ada tiga arah yang dapat dilakukan dalam mengatasi
kebablasan media dan juga sekaligus sebagai kendali agar media terhindar dari
privacy invasion. Pertama adalah swaregulasi yang dilakukan oleh media itu
sendiri, kedua melalui hukum dan ketiga kontrol melalui lembaga pengaduan
masyarakat (ombudsmen).25
Kebebasan pers tidak berarti harus melakukan intervensi dengan mudah
pada privasi seseorang. Demikian juga perlakuan hukum kepada pers tidak berarti
pengekangan terhadap kebebasan pers, melainkan untuk mendidik para wartawan
agar lebih profesional dan peka terhadap hal-hal sensitif yang bisa merugikan
orang lain atau bangsa dalam arti luas. Untuk itu pers memiliki tanggung jawab
kepada kemanusiaan, termasuk tanggung jawab kepada demokrasi. Tidak ada
24 Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep, teori, dan Strategi, (Jakarta : Rajawali
Pers, 2009 ), hlm. 147-148
25 Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep, teori, dan Strategi, (Jakarta : Rajawali
Pers, 2009 ), hlm. 148
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demokrasi tanpa kebebasan berbicara dan tidak mungkin ada kebebasan berbicara
tanpa demokrasi.26
Oleh karena itu, di depan hukum wartawan tidak ada bedanya dengan
orang lain. Wartawan tidak memiliki keistimewaan dalam mendapatkan akses
untuk hidup seperti halnya dengan orang lain. Bahkan dalam rancangan revisi
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disusun sejak tahun 1998,
pasal-pasal refresif untuk pers bukannya dihapus sifat pidananya, justru ditambah
menjadi 42 pasal, sedangkan rancangan yang dibuat oleh Departemen Hukum dan
HAM ditambah lagi menjadi 48 pasal. Jangan harap ada kebebasan pers yang
lepas dari undang-undang, sebab para hakim tidak akan membiarkan aturan itu
hilang dari undang-undang pidana dengan belajar dari banyak kasus yang
terjadi.27
Untuk menjalankan tugas-tugas jurnalistik secara profesional dan terhindar
dari rambu-rambu delik aduan, maka diperlukan UU Pers dan Kode Etik untuk
dijadikan pegangan bagi setiap wartawan. Dengan UU Pers yang mengatur
tentang fungsi, kewajiban dan peranan pers itu, serta Kode Etik yang dapat
dipedomani oleh setiap wartawan Indonesia diharapkan dapat melaksanakan tugas
jurnalistiknya dengan baik sesuai dengan standar profesional. Untuk itu, seorang
wartawan dalam mewawancarai seorang sumber, perlu bersikap mawas diri dalam
mengajukan pertanyaan yang tidak memojokkan sehingga menimbulkan rasa
antipati dan kehilangan sumber berita. Seorang wartawan harus memiliki daya
antisipasi  terhadap efek dari apa yang ditulisnya, apalagi dalam situasi reformasi,
dimana satu kata saja bisa menimbulkan implikasi hukum. Dengan kata lain,
semua sudut pemberitaan (angle) harus dicermati. Sebab untuk menciptakan
26 Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep, teori, dan Strategi, (Jakarta : Rajawali
Pers, 2009 ), hlm. 150
27 Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep, teori, dan Strategi, (Jakarta : Rajawali
Pers, 2009 ), hlm. 150-151
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sebuah surat kabar yang baik, harus memiliki komitmen, tanggung jawab, dan
integritas yang tinggi terhadap profesi jurnalistik.
Kebebasan pers harus dipraktikkan dengan benar sesuai dengan kaidah-
kaidah profesionalisme dalam mengakses, mengolah, dan menyebarluaskan
informasi. Sebab pers yang bebas akan menyediakan informasi yang lengkap dan
bermutu, serta diperlukan sebagai masukan dalam membuat berbagai keputusan
penting.
Hal itu tidak semudah yang dibayangkan sebab harus diakui bahwa para
wartawan bekerja di negara-negara sedang berkembang pada umumnya memiliki
banyak kekurangan, bukan saja dalam hal pendidikan, tetapi juga kurang
wawasan, kematangan, di samping kurang pendapatan. Mereka sering melakukan
trial by the press (melakukan penghakiman terhadap perkara yang belum
diputuskan pengadilan).
Untuk menangani pembinaan media di Indonesia, pemerintah telah
mensahkan Undang-Undang Pers dan kode etik yang harus dipatuhi oleh
wartawan Indonesia yang antara lain mengatur asas, fungsi, hak, kewajiban, dan
peranan pers, sebagaimana termaktub  dalam Bab II Pasal 2,3,4,5, dan 6 sebagai
berikut.
1. Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999
Bab II
Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, Dan Peranan Pers
Pasal 2
Kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang
berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
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Pasal 3
1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi,
pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat 1, pers nasional dapat
berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
Pasal 4
1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,
pembredelan, atau pelanggaran penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak
mencari memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan atau informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum,
wartawan mempunyai hak tolak.
Pasal 5
1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini
dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta
asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
3. Pers wajib melayani hak koreksi.
Pasal 6
Pers Nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya
supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang
tepat, akurat, dan benar.
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4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal
yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
2. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 ini juga diatur tentang
fungsi Dewan Pers (Pasal 15) sebagai berikut:
1. Melindungi kebebasan pers dari campur tangan pihak lain
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian dan
pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan
pers.
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan
pemerintah.
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun
peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
7. Mendata perusahaan pers.
Dari fungsi-fungsi dewan pers yang tercantum dalam Undang-
Undang di atas, jelas bahwa salah satu dari tujuh fungsi Dewan Pers  adalah
membantu pers dalam yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat atas pemberitan
pers. Lembaga ini memiliki jalur penyelesaian, yakni; 1). Jalur hak jawab; 2).
Jalur Dewan Pers; 3). Jalur hokum; 4). Jalul social punishment; yakni memboikot
media dengan cara tidak membeli, tidak menonton, dan tidak memasang iklan.
Untuk menjalankan UU No. 40 Tahun 1999 ini, wartawan Indonesia
dibekali Kode Etik yang berhasil dibuat di Jakarta pada hari selasa, 14 Maret 2006
berikut ini.
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3. Kode Etik Wartawan Indonesia
1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita
yang akurat, berimbang, dan tidak beretikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam
melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan
secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta
menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis,
dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas
korban  kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi
pelaku kejahatan.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahkan profesi dan tidak
menerima suap.
7. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak untuk melindungi
narasumber  yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya,
menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record
sesuai dengan kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita
berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan
suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan
martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesian menghormati hak narasumber tentang
kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
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10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki
berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada
pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara
proporsional. (Canggara, lihat UU Pers dan Kode Etik WI, 107-108)
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BAB III
HASIL PENELITIAN
A. Fungsi Kontrol Media Massa Tribun Timur Terhadap
Rancangan Kebijakan Anggota DPRD Kota Makassar
1. Fungsi Media Massa Tribun Timur
Untuk melihat peran media massa (Tribun Timur) di dalam masyarakat
Kota Makassar, pertama-tama kita perlu kaji sejauh mana proses penyebaran
informasinya di kota Makassar. Harian Tribun Timur telah menjalankan fungsinya
sebagai media massa yang menyajikan berita-berita yang baik kepada seluruh
masyarakat agar mereka tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap harinya
dengan memunculkan peristiwa melalui berita-berita di Media Cetak Harian
Tribun Timur. Baik itu berita pendidikan, hiburan, politik, dan kegiatan lainnya
yang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat kota Makassar.
Lebih lanjut Harian Tribun Timur dalam menjalankan strateginya, Tribun
Timur sebagai sumber informasi berusaha memberikan apa yang masyarakat
inginkan dengan memberikan pelayanan yang terbaik.28 Pembaca Tribun Timur
yang cukup luas, yakni mencakup seluruh lapisan masyarakat Kota Makasar.
Pembaca tidak dibatasi oleh klasifikasi umur, tingkat pendidikan, ataupun profesi
lainnya. Kehadiran Tribun Timur untuk memenuhi kebutuhan informasi
masyarakat professional atau masyarakat modern.
Harian Tribun Timur sebagai media massa yang berfungsi menyebarkan
informasi yang penting di masyarakat memaknai peristiwa lapangan yang layak
diberitakan secara berbeda dengan koran lain. Pemaknaan tersebut yang kemudian
menjadi rujukan Harian Tribun Timur dalam menulis berita. Terlihat pemberitaan
28 Dahlan Dahi, Ketua Redaksi Harian Tribun Timur, wawancara penulis di Kantor
Redaksi, 17 Maret 2013
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yang dikemas secara baik oleh media Tribun Timur dengan memunculkan isu-isu
atau peristiwa yang terjadi di kota Makassar. Untuk  diketahui oleh masyarakat
seputar berbagai persoalan yang terjadi, agar supaya masyarakat lihai dan tahu
menyikapi segala permasalahan yang ada di Kota Makassar dan mengetahui
kinerja wakil mereka yang duduk di pemerintahan sebagai anggota DPRD
Makassar terhadap masalah-masalah yang dapat mereka selesaikan.29
Untuk melihat fungsi kontrol media massa (Tribun Timur) terhadap DPRD
Kota Makassar, kita perlu tahu kedudukan dan fungsi DPR itu sendiri. Salah satu
fungsinya adalah legislasi, yakni fungsi paling dasar dari sebuah lembaga
legislatif. Fungsi ini bertujuan agar DPR dapat membentuk peraturan perundang-
undangan yang baik. Di daerah fungsi legislasi dituangkan dalam proses
perampungan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Melalui DPRD aspirasi
masyarakat ditampung, kemudian dari kehendak rakyat tersebut
diimplementasikan dalam Perda yang dianggap sebagai representasi rakyat
banyak.
Namun terkadang, fungsi legislasi ini berjalan tidak maksimal. Di tahun
2012 saja, DPRD Makassar hanya mampu merampungkan satu Peraturan Daerah
(Perda). Sementara empat Ranperda lainnya terpaksa menyeberang ke 2013 ini.
Padahal diketahui untuk membahas satu Ranperda saja, anggaran yang mengalir
mencapai miliaran rupiah. Sehingga muncul spekulasi bahwa mereka yang duduk
di DPRD hanya mengejar anggaran semata bukan target perampungan Perda.30
Ketua Badan Legislasi DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mengakui
jika di 2012 hanya ada satu Perda yang rampung dan empat Ranperda lainnya
lompat ke 2013. Sementara di 2013 ada enam Ranperda yang juga akan
29 Dahlan Dahi, Ketua Redaksi Harian Tribun Timur, wawancara penulis di Kantor
Redaksi, 17 Maret 2013
30 http://rakyatsulsel.com/dprd -makassar-mengejar-target-10-perdad--2013.html.
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dirampungkan. Sehingga total ranperda yang harus dibahas yakni 10. Menurut
Wahab, pihaknya akan memprioritaskan perampungan empat Ranperda dari 2012.
“Empat perda inisiatif yang akan kita selesaikan lebih dulu yaitu perda cagar
budaya, perda alkohol, perda kawasan bebas asap rokok dan perda pengelolaan
aset. Sedangkan enam perda lainnya, yaitu perda perlindungan tenaga kerja, perda
Corporate Sosial Responsibility (CSR), perda bangunan bertingkat, perda
kesejahteraan sosial, perda revisi perlindungan pasar tradisional, dan perda
perlindungan konsumen,”urainya.31 Menurut Wahab, empat Ranperda ditarget
rampung minggu ketiga Mei. “Namun jika teman-teman tidak bisa menyelesaikan
sampai waktu tersebut, maka enam perda lainnya tidak akan saya berikan laporan
kepada pimpinan untuk ditingkatkan pembicaraannya. Tapi kalau teman-teman
bisa merampungkan sampai waktu yang telah ditentukan itu, maka pembahasan
enam Perda ini akan kita lakukan pada awal bulan Juni dan kita targetkan selesai
paling lambat Desember 2013,”terangnya.
Menanggapi hal tersebut Pengurus Komite Pemantau Legislatif (Kopel)
Indonesia, Anwar Razak merasa pesimistis DPRD Makassar mampu
merampungkan 10 Ranperda pada 2013 ini. Menurutnya, masih banyak anggota
DPRD Makassar yang masih mengedepankan kepentingan partai yang
mengusungnya ketimbang harus menjalankan fungsi termasuk fungsi legislasi.
Terlebih dalam waktu dekat ini akan berlangsung dua agenda demokrasi yang
tentunya akan menyibukkan para anggota dewan yakni Pilwalkot 2013 dan Pileg
2014. “Melihat kondisi sekarang, yang mana beberapa momen politik akan
berlangsung dalam waktu yang berdekatan, saya tidak yakin mereka tidak bisa
menyelesaikan satu Perdapun. Sebab saya yakin, mereka akan lebih banyak
bekerja untuk urusan Pilwalkot Makassar dan Pileg 2014,”terangnya.
31 http://rakyatsulsel.com/dprd -makassar-mengejar-target-10-perdad--2013.html.
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Dengan melihat permasalahan yang ada pada tubuh anggota DPRD kota
Makassar terkait masalah Ranperda yang masih dalam proses perampungan.
DPRD terlihat sangat lambat dalam merampungkan Peraturan Daerah (Perda)
tersebut, lihat saja Ranperda di tahun 2012 yang seharusnya sudah dirampungkan
harus dipindahkan lagi di tahun 2013. Di tambah lagi Ranperda di tahun 2013
sudah menunggu untuk disahkan. Padahal untuk satu Perda saja sangat
menentukan keberlangsungan hidup masyarakat kota. Dimana penulis melihat dari
beberapa Ranperda yang ada semuanya menyangkut kehidupan masyarakat.
Sebagaimana yang kita ketahui Media massa Harian Tribun Timur tidak
membutuhkan waktu yang relatif lama untuk dapat eksis dan merebut hati
pembaca di kota Makassar. Dikarenakan strategi pemberitaan yang efektif
didukung oleh sumber daya manusia yang mampu membuat kualitas layanan
berita harian tersebut banyak diminati masyarakat. Bahkan, Harian Tribun Timur
sudah menjadi koran terkemuka dan beritanya di tunggu-tunggu oleh kaum
professional di Kota Makassar.
Kehadiran Harian TribunTimur diterima oleh masyarakat tidak hanya
karena beritanya yang berkualitas tetapi juga dari segi bisnis berita TribunTimur
Marketable dan readable atau layak baca.32 Berita Harian Tribun Timur tidak
diproduksi dengan mudah melainkan dengan proses yang cukup panjang dengan
menggunakan strategi atau kiat-kiat  pemberitaan yang  khusus serta pendekatan
penulis dan berita yang berbeda pula dengan koran pada umumnya.
Lebih lanjut Harian Tribun Timur dalam menjalankan strateginya, Tribun
Timur sebagai sumber informasi berusaha memberikan apa yang masyarakat
inginkan dengan memberikan pelayanan yang terbaik.33 Pembaca Tribun Timur
32 Ronald Ngantung, Sekertaris Redaksi Harian Tribun Timur, wawancara Abdul Aziz
Alimuddin, (2011), hlm. 40
33 Dahlan Dahi, Ketua Redaksi Harian Tribun Timur, wawancara penulis di Kantor
Redaksi, 17 Maret 2013
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yang cukup luas, yakni mencakup seluruh lapisan masyarakat Kota Makasar.
Pembaca tidak dibatasi  oleh klasifikasi umur, tingkat pendidikan, ataupun profesi
lainnya. Kehadiran Tribun Timur untuk memenuhi kebutuhan informasi
masyarakat professional atau masyarakat modern.
Ciri dari masyarakat profesional adalah pangsa pasar yang well educated
atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Wilayah sirkulasi penyebaran Tribun
Timur mencakup dua provinsi, yakni Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Secara
umum pembaca HarianTribunTimur berada di perkotaan. Makassar adalah kota
yang paling banyak mendiami pembaca Harian Tribun Timur, di samping kota-
kota lain yang berada di provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Penyebarannya menjangkau kabupaten hingga desa-desa.  Adapun pusat
penyebarannya berada di kota Makassar.
Harian Tribun Timur sebagai media massa yang berfungsi menyebarkan
informasi yang penting di masyarakat memaknai peristiwa lapangan yang layak
diberitakan secara berbeda dengan koran lain. Pemaknaan tersebut yang kemudian
menjadi rujukan Harian Tribun Timur dalam menulis berita. Semua wartawan
Tribun Timur dibekali dengan konsep ala Tribun Timur. Mereka akan menulis
berita atau peristiwa yang penting dan menarik sebelum dipublikasikan kepada
masyarakat luas.
Terlihat pemberitaan yang dikemas secara baik oleh media Tribun Timur
dengan memunculkan isu-isu atau peristiwa yang terjadi di kota Makassar. Untuk
diketahui oleh masyarakat seputar berbagai persoalan yang terjadi, agar supaya
masyarakat lihai dan tahu menyikapi segala permasalahan yang ada di Kota
Makassar dan mengetahui kinerja wakil mereka yang duduk di pemerintahan
sebagai anggota DPRD Makassar terhadap masalah-masalah yang dapat mereka
selesaikan.
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Lapak yang dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Jl Dr
Wahidin Sudirohusodo dan Jl Pangeran Diponegoro masih menjadi dilema. Lapak
itu sudah menjadi penguasa di dua jalan itu sejak lima bulan lalu, Maret 2012.
Pantauan Tribun dari 260 lapak penampungan pedagang Pasar Sentral itu, hanya
belasan yang digunakan. Selebihnya sudah kosong, rusak, dan ditinggal
pemiliknya. Hj Donna (35), eks pedagang Pasar Sentral yang menempati lapak
nomor 101-102, mengaku kesepian.34
Menurutnya, lapak miliknya yang menghadap ke timur itu sangat jarang
didatangi, bahkan saat menjelang Lebaran pun pengunjung sepertinya enggan
mampir. “Memasuki bulan puasa, saya sudah mulai gembira karena beberapa
lapak di kiri kanan tempat jualan saya sudah ditempati pemiliknya dan pembeli
mulai ramai. Tapi sekarang sepi lagi. Tetangga lapak saya mulai menghilang satu-
satu,” ujar Donna. Donna mengaku bersyukur karena nomor urutan kedua
lapaknya berada pada posisi menghadap timur, berhadapan dengan sejumlah ruko
sekeliling Pasar Sentral.
“Sehingga orang yang masuk belanja di toko-toko tersebut biasanya
mampir juga di lapak saya sehingga keciprat rezeki. Tapi kini pacce sekali,” kata
Donna. Menurut Donna, pedagang sejak awal enggan menempati lapak yang
dibangun di Jl Dr Wahidin Sudiro Husodo hingga Jl Pangeran Diponegoro itu.
“Ini karena pembeli pasti tidak mau berkunjung karena jalannya sempit dan tidak
ada ruang parkir,” ujar Donna. Berbeda dengan pengakuan Matta (50). Ibu rumah
tangga ini menempati lapak nomor 97. Posisi lapaknya berada di perempatan Jl
Pangeran Diponegoro dan Jl Kabaena. Derai mata mengiringi penuturan Matta.
Dia mengisahkan nasibnya sambil terisak. Saat Tribun menanyakan perbandingan
pendapatannya, dia hanya menjawab, “Dulu di Pasar Sentral saya bisa dapat
34 Media Cetak Harian Tribun Timur, Mereka Menangis, tanggal 02 September 2012,
hlm. 1
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enam, sekarang sisa satu. Itu perbandingannya, Pak. Tidak usah saya sebut nilai,”
ujar Matta.35
Dia hijrah dari Pasar Sentral semata menuruti aturan pemerintah. Matta
sudah beberapa kali menghadap Kepala Pasar Sentral, agar teman-teman
pedagang bisa segera pindah ke lapak di eks Makassar Mall itu. “Kalau semua
teman sudah menempati lapaknya dan tidak ada lagi ada menjual di Pasar Sentral,
pasti pembeli keluar ke lapak belanja. Ini yang siksa ka karena sendiri ja yang
berjualan,” jelas Matta. “Capek ma menghadap ke kepala pasar menangis-nangis,
selalu jawabannya sabar mi, Bu. Terakhir jawabannya sangat menyakitkan, dia
bilang, ‘masih bisa jaki makan toh?,” ujar Matta. Mengusir kesepian di lapaknya
dan agar tidak makin stres, Matta mengisi waktunya membaca buku agama atau
koran.
“Saya terima nasibku dalam ketidakberdayaan karena saya orang kecil.
Pelarian saya sekarang supaya tidak stres, baca buku-buku zikir atau koran,” kata
Matta sambil berderai air mata. Sejumlah pengguna jalan pun mengeluhkan
kehadiran lapak-lapak itu sebab jalan alternatif tidak ada, semuanya dipenuhi
rambu tanda larang. Jika macet di sekitar Jl Sangir, biasanya pengendara mencari
alternatif ke Jl Timor atau Jl Lembeh, tapi ada tanda larangan. Sejumlah pemilik
toko yang enggan menyebut identitasnya mengatakan, tidak pernah ada sosialisasi
tentang rencana kehadiran ratusan lapak itu. “Kita semua di undang mendadak
saja dan beberapa hari kemudian lapak-lapak sudah didirikan. Terus terang sejak
lapak-lapak ini didirikan, kita semua pedangang alat-alat mesin mengalami
kerugian karena omzet menurun 40 hingga 50 persen,” jelas seorang pemilik
tokoh di Jl Dr Wahidin Sudiro Husodo.
35 Media Cetak Harian Tribun Timur, Mereka Menangis, tanggal 02 September 2012,
hlm. 7
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Parkir adalah areal langkah di sekitar lapak itu. Kendaraan pemilik toko
saja susah dicarikan parkir di depan tokonya. “Hampir tiap hari pengguna jalan
bertengkar dengan pembeli yang sedang memarkir kendaraan di depan toko
kami,” kata pemilik toko itu. Atap lapak juga menggambarkan betapa sulitnya
kendaraan bergerak di kawasan itu. Hampir seratus persen atap lapak rusak parah.
“Itu karena tersambar mobil,” kata salah satu dari pemilik toko. “Saya pernah
baca di Tribun, katanya Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin lebih fokus
memperhatikan pedagang-pedagang kecil. Buktinya mana?,” jelas pemilik toko
lainnya.36
Ibarat buah malakama, di makan ibu meninggal, tidak dimakan, ayah yang
meninggal. Itulah gambaran sikap Pemkot Makassar menghadapi lapak itu.
“Pemerintah kota menginginkan peningkatan pendapatan pedagang besar seperti
kita, juga ingin peningkatan di pedagang kecil. Tetapi nyatanya kami sama-sama
dirugikan,” ujar pemilik toko tersebut.
Kasus mengenai adanya larangan parkir di pettarani Tribun Timur “
Aturan larangan parkir di bahu Jl. AP Pettarani, Makassar belum berlaku penuh”.
Sebelumnya, dinas perhubungan Makassar, maupun pihak kepolisian memastikan
aturan ini berlaku efektif kemarin, (9/3). Berdasarkan pantauan Tribun, masih
banyak kendaraan roda empat terparkir di sepanjang jalan protokol ini. Kepala
Satlantas Polrestabes Makassar, Kompol Anggi N Siregar, beralasan aturan masih
sosialisasi.37
Penindakan larangan parkir di bahu Jl AP Pettarani, Makassar, kembali
mandek. Pemberitaan sanksi yang dilakukan satuan aparat Kepolisian Lalulintas
Polrestabes Makassar berupa tilang hanya dilakukan dua hari saja. Jumat (12/4),
36 Media Cetak Harian Tribun Timur, Mereka Menangis, tanggal 02 September 2012,
hlm. 7
37 Media Cetak Tribun Timur Harian, Parkir Pettarani, tanggal, 10 Maret 2013, hlm. 8
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tidak ada lagi tindakan dari kepolisian terhadap parkiran kendaraan yang kembali
menjamur di bahu Jl AP Pettarani. Bahkan meskipun aparat kepolisian lalulintas
berada di lokasi jalan tersebut. “Pelaksanaan penindakan larangan parkir hari ini
ditiadakan. Karena sesuai dengan pengarahan dari Dirlantas. Kami diskusikan
pelaksanakan hanya untuk seninnya,” kata Kepala Seksi Perparkiran Dinas
Perhubungan Kota Makasssar, Sugiyo, Jumat (12/4).38
Dengan melihat kedua kasus yang ada, media Tribun Timur yang
mempunyai fungsi pengawasan mencoba memperingatkan pemerintah dalam hal
ini, pihak pemerintah kota dan anggota DPRD Makassar, untuk lebih
memperhatikan lagi permasalahan yang terjadi di masyarakat, utamanya kasus
terkait kelangsungan hidup pedagang tradisional agar pihak pemerintah betul-
betul intens menyikapi masalah tersebut. Dan kasus parkir itu juga pihak
pemerintah dan DPRD Kota Makassar, untuk memberi arahan dan ditetapkannya
aturan yang jelas agar para masyarakat sadar dan tahu tata tertib yang ada.
Dengan banyaknya kasus yang terjadi di kota Makassar ini tidak sedikit
banyaknya membuat pihak pemerintah dalam hal ini anggota  DPRD Kota
Makassar yang mempunyai fungsi legislasi, harus mengeluarkan atau
menghasilkan sebuah kebijakan publik yang jelas untuk diterapkan di Kota
Makassar. Melihat dari kasus atau peristiwa yang terjadi dimana pihak anggota
DPRD sebagai penyambung lidah masyarakat untuk membuat regulasi yang tepat
agar adanya aturan dan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar aturan
tersebut.
38 Media Cetak Tribun Timur Harian, Parkir Merajalela, tanggal, 13 April 2013
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2. Kontrol Media Massa Tribun Timur Terhadap Rancangan
Kebijakan Anggota DPRD Kota Makassar
Tribun Timur sebagai media massa, yang menjalankan fungsinya untuk
mengontrol segala kegiatan anggota DPRD, tentunya tidak boleh lepas dari apa-
apa yang dilakukan oleh anggota DPRD mengingat fungsinya yang menentukan
kebijakan umum dan membuat undang-undang. Fungsi legislasi dalam daerah
dituangkan dalam proses perampungan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Melalui DPRD aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari kehendak rakyat
tersebut diimplementasikan dalam Perda (peraturan daerah) yang dianggap
sebagai representasi rakyat banyak.
Biasanya ada dua kategori terkait perwakilan (Representasi), yakni
kategori pertama adalah Perwakilan Politik (political representation) dan
Perwakilan Fungsional (functional representation). Kategori kedua menyangkut
peran anggota parlemen sebagai trustee, dan perannya sebagai pengemban
“mandat” Perwakilan (Representasi) adalah konsep bahwa seorang atau suatu
kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak
atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota DPR pada
umumnya mewakili rakyat melalui partai politik.39
Sebagai anggota DPRD yang merupakan wakil dari masyarakat, tentunya
perilku dan sikap sangat penting untuk di jaga karena masyarakat lebih banyak
mencontoh dan mempercayakan semuanya kepada wakil mereka. Baik buruknya
perilaku anggota DPRD tentu akan berdampak besar terhadap pribadi, partai dan
masyarakat yang mendukung. Tentunya masyarakat dalam hal ini  membutuhkan
media  untuk mengontrol anggota DPRD Kota Makassar begitupun angggota
39 Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik",(Jakarta: Gremedia Pustaka Utama
2010), hlm 315.
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DPRD juga membutuhkan media sebagai alat komunikasinya dengan masyarakat
Kota Makassar.
Makanya untuk menjaga hubungan dengan media agar tetap baik, ketika
rapat tidak pernah tertutup rapat selalu terbuka, sehingga semua proses yang
dijalani oleh teman-teman  baik rapat dengar pendapat ataupun rapat aspirasi itu
pasti ada teman-teman media yang masuk, sebagai bagian dari upaya membangun
ke publik bahwa apa yang menjadi harapan masyarakat itu kita laksanakan dengan
baik, sehingga tidak pernah ada rapat tertutup. Selalu terbuka karena memang
media mengawasi apa proses-proses yang terjadi dalam rapat, media bisa
mengetahui dan media juga tahu tentang kualitas masing-masing anggota DPRD,
media mengetahui bagaimana cara-cara DPRD memperjuangkan terhadap satu
masalah, media bisa menulis dan memperlihatkan masyarakat terhadap apa
kinerja anggota DPRD.40
Dalam hal ini  kasus  jalan cipinang raya sudah rusak, dimana pemerintah
daerah (pemda), anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat sewaktu masih jadi calon
dengan banyak program yang mereka keluarkan, dimana semua janji-janji dan
tanggung jawab mereka, anggota DPRD diberi fasilitas mobil, studi banding ke
Jawa, di sini kita harus mengontrol mereka dan meminta pertanggungjawaban
mereka kepada publik.41
Lebih lanjut, terkait kebijakan media butuh informasi, butuh berita dan
pasti media juga berprinsip pada penegakan-penegakan kebenaran dan keadilan
itu sendiri. Sehingga  respon anggota DPRD kepada semua media adalah dalam
40 Mustagbir Sabri, Partai Hanura (Komisi A DPRD Makassar), wawancara oleh penulis
di kantor DPRD Kota Makassar., tanggal 28 Juli 2013.
41 Dahlan Dahi, Ketua Redaksi Harian Tribun Timur, wawancara penulis di Kantor
Redaksi, 17 Maret 2013
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setiap rapat dengar pendapat, rapat evaluasi, di lakukan dengan terbuka mereka
juga senang dalam persoalan itu dengan mengacu pada terminologi di atas.42
Ini menandakan bahwa proses pemberitaan Harian Tribun Timur terlihat
berjalan sesuai keadaan atau situasi yang terjadi di lapangan, melihat realitas yang
ada. Seperti ada anggota DPRD melakukan perjalanan ke sana atau ke sini,
adanya anggota DPRD berperilaku tidak baik dengan merokok dalam ruangan
yang jelas-jelas merupakan ruangan yang tidak diperbolehkan seseorang untuk
merokok.  Masyarakat berhak tahu dan wajar mengkritik ketika mereka
melakukan hal-hal yang bukan untuk kepentingan publik, mereka itu kan di gaji
dari uang rakyat jadi selayaknya mereka bekerja sesuai dengan kepentingan
masyarakat.43
Dengan keadaan demikian, media Tribun Timur benar-benar menemukan
kekuatannya sebagai media massa yang dapat mengawasi secara mudah segala
perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Makassar.  Hal
yang wajar media massa Tribun Timur memberitakan peristiwa atau perilaku
anggota DPRD, baik yang positif maupun negatif, karena mereka merupakan
penyambung lidah masyarakat.
Padahal sekitar tahun 1960-an di mana media massa belum menjadi
sebuah fenomena yang menarik dibicarakan. Dengan demikian, teori konstruksi
sosial atas realitas sosial Peter L. Berger dan Luckmann tidak memasukkan media
massa sebagai variabel atau fenomena yang berpengaruh dalam konstruksi sosial
atas realitas.44
42 Mustagbir Sabri, Partai Hanura (Komisi A DPRD Makassar), wawancara oleh penulis
di kantor DPRD Kota Makassar., tanggal 28 Juli 2013.
43 Dahlan Dahi, Ketua Redaksi Harian Tribun Timur, wawancara oleh penulis di Kantor
Redaksi , 17 Maret 2013
44 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa:  Kekuatan Pengaruh Media Massa,
Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Bewrger dan Luckmann,
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 194
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Ketika masyarakat semakin modern, teori dan pendekatan konstruksi
sosial atas realitas Peter L. Berger dan Luckmann ini memiliki kemandulan dan
ketajaman atau dengan kata lain tak mampu menjawab perubahan zaman, karena
masyarakat transisi-modern di Amerika telah habis dan berubah menjadi
masyarakat modern dan postmodern, dengan demikian hubungan-hubungan sosial
antara individu dengan kelompoknya, pimpinan dengan kelompoknya, orang tua
dengan keluarganya menjadi sekunder-rasional. Hubungan-hubungan sosial
primer dan semisekunder hampir tak ada lagi dalam kehidupan masyarakat
modern dan postmodern. Dengan demikian, teori dan pendekatan konstruksi
sosial atas realitas Peter L. Berger, dan Luckmann menjadi tak bermakna.45
Melalui konstruksi sosiai media massa  realitas iklan  televisi dalam
masyarakat kapitalis (2000), teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas
Peter L. Berger dan Luckmann telah di revisi dengan melihat variable atau
fenomena media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi,
subjektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, sifat dan kelebihan media massa
telah memperbaiki kelemahan proses konstruksi sosial atas realitas yang berjalan
lambat itu. Substansi “teori konstruksi sosial media massa” adalah pada sirkulasi
informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan
sangat cepat dan seberannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga
membentuk opini massa, massa cenderung opriori dan opini massa cenderung
sinis.
Posisi ‘’konstruksi sosial media massa’’ adalah mengoreksi substansi
kelemahan dan melengkapi ‘’konstruksi sosial atas realitas’’, dengan
menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan
45 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa:  Kekuatan Pengaruh Media Massa,
Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Bewrger dan Luckmann,
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 194
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‘’konstruksi sosial media massa’’ atas ‘’konstruksi sosial atas realitas’’. Dari
konten konstruksi sosial media massa, dan proses kelahiran konstruksi sosial
media massa melalui tahap-tahap sebagai berikut: Tahap menyiapkan materi
konstruksi, tahap sebaran konstruksi, tahap pembentukan konstruksi realitas, dan
tahap konfirmasi.46
a. Tahap menyiapkan materi konstruksi, dimana yang bertugas
menyiapkan adalah redaksi media massa, tugas itu didistribusikan pada desk
editor yang ada di  setiap media massa. Masing-masing media memiliki desk yang
berbeda sesuai dengan kebutuhan dan visi suatu media. Isu-isu penting setiap  hari
menjadi fokus media massa. Terutama yang berhubungan dengan tiga hal, yaitu
kedudukan, harta, dan perempuan.
Tribun Timur sendiri sebagai media massa berupaya menjalankan fungsi
kontrolnya untuk mengawasi kegiatan anggota DPRD Kota Makassar, melalui
berita-berita yang dihadirkan, Ketika ada isu-isu apapun itu yang terjadi dalam
masyarakat yang perlu penanganan, media Tribun Timur mengontrolnya dengan
menghadirkan isu-isu tersebut melalui pemberitaan agar anggota DPRD Kota
Makassar melihat dan membaca situasi yang sedang terjadi di tengah masyarakat.
Itulah salah satu bentuk pertanggung jawaban anggota DPRD sebagai wakil
rakyat.47 Dalam hal ini, media Tribun Timur dalam menulis berita
mengkonstruksikan realitas yang terjadi, tentunya tidak lepas dari para peran
editor dan media sebagai pembentuk opini publik.
46 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa:  Kekuatan Pengaruh Media Massa,
Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Bewrger dan Luckmann,
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 194-195
47 Tamsil Tahir, Wakil Ketua Redaksi Harian Tribun Timur, wawancara penulis di
Kantor Redaksi 17 Maret 2013
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Ada tiga hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial, yaitu:
1. Keberpihakan media massa pada kapitalisme. Sebagaimana
diketahui, saat ini hampir tidak ada lagi media massa yang tidsk dimiliki oleh
kapitalis. Dalam arti media massa digunakan oleh kekuatan oleh kekuatan-
kekuatan capital untuk menjadikan media massa sebagai mesin pencptaan uang
dan pelipatgandaan modal. Dengan demikian, tidak ada bedanya media massa
dengan supermarket, pabrik kertas, dan sebagainya. Semua elemen media massa,
termasuk orang-orang media massa berpikir untuk melayani kapitalisnya, ideologi
mereka adalah membuat media massa yang laku di masyarakat.
2. Keberpihakan semu kepada masyarakat. Bentuk dari keberpihakan
ini adalah dalam bentuk empati, simpati dan berbagai partisipasi kepada
masyarakat, namun ujung-ujungnya adalah juga untuk menjual berita dan
menaikkan rating untuk kepentingan kapitalis.
3. Keberpihakan kepada kepentingan umum adalah visi setiap media
massa, namun akhir-akhir ini visi tersebut tak pernah menunjukkan jati dirinya,
namun slogan-slogan visi ini tetap terdengar.48
Jadi, dalam menyiapkan materi konstruksi , media massa memosisikan diri
pada tiga hal di atas, namun pada umumnya keberpihakan pada kepentingan
kapitalis menjadi sangat dominan mengingat media massa adalah mesin produksi
kapitalis yang mau ataupun tidak harus menghasilkan keuntungan. Dengan
demikian, apabila keberpihakan media massa pada masyarakat, maka sudah tentu
keberpihakan itu harus menghasilkan uang untuk kantong kapitalis pula.49
48 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa:  Kekuatan Pengaruh Media Massa,
Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Bewrger dan Luckmann,
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 196
49 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa:  Kekuatan Pengaruh Media Massa,
Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Bewrger dan Luckmann,
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 197
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Tidak jarang dalam menyiapkan sebuah materi pemberitaan, terjadi
pertukaran kepentingan di antara pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pihak-
pihak yang berkepentingan dengan sebuah pemberitaan, membeli halaman-
halaman tertentu atau jam-jam siaran tertentu  dengan imbalan pertukaran, bukan
saja uang dan materi lain akan tetapi bisa jadi sebuah blowup terhadap pencitraan
pihak-pihak yang membeli pemberitaan itu.
b. Tahap sebaran konstruksi, Sebaran konstruksi media massa
dilakukan melalui strategi media massa. Konsep strategi media massa masing-
masing berbeda, namun primsip utamanya adalah real time. Media elektronik dan
media cetak memiliki real time yang berbeda.. Karena sifat-sifatnya yang
langsung, maka yang dimaksud dengan real time oleh media elektronik adalah
seketika disiarkan, seketika itu juga pemberitaan sudah sampai ke pemirsa atau
pendengar. Sedangkan media cetak dimaksud dengan real time terdiri dari
beberapa konsep hari, minggu, atau bulan. Walaupun media massa cetak memiliki
konsep real time yang sifatnya tertunda, namun konsep aktualitas menjadi
pertimbangan utama sehingg pembaca merasa tepat waktu memperoleh berita
tersebut.
Pada umumnya sebaran konstruksi media massa menggunakan model satu
arah, di mana media menyodorkan informasi sementara konsumen  media tidak
memiliki pilihan lain kecuali mengonsumsi informasi itu. Model satu arah ini
terutama terjadi di media cetak. Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media
massa ini adalah semua informasi harus sampai pada pemirsa atau pembaca
secepatnya dan setepatnya berdasarkan pada agenda media. Apa yang dipandang
penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa dan pembaca.50
50 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa:  Kekuatan Pengaruh Media Massa,
Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Bewrger dan Luckmann,
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 197-198
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c. Tahap Pembentukan Konstruksi Realitas, sebaran konstruksi, di
mana pemberitaan telah sampai pada pembaca dan pemirsanya yaitu terjadi
pembentukan   di masyarakat melalui beberapa tahap, salah satunya adalah
pembenaran sebagai konstruksi sosial media massa terbangun di masyarakat yang
cenderung membenarkan apa saja yang ada tersaji di media massa sebagai sebuah
realitas kebenaran.
d. Tahap Konfirmasi, ketika media massa maupun pembaca dan
pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat
dalam pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian
untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasan konstruksi sosial. Sedangkan
bagi pembaca dan pemirsa, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan
mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial.51
Dengan melihat beberapa kasus, menyangkut anggota DPRD Makassar
yang muncul di media. Menandakan bahwa analysis framing tidak pernah lepas
atau selalu dikaitkan dengan media massa (Tribun timur), lihat saja ketika ada
pemberitaan salah seorang anggota DPRD Kota Makassar yang merokok dalam
ruangan yang nyatanya sudah ada larangan merokok, bahkan merupakan salah
satu ranperda (Perda kawasan bebas asap rokok) di tahun 2012 yang rencananya
akan dirampungkan tahun ini (2013). Minimnya kesadaran yang ada pada diri
salah seorang anggota DPRD Makassar atau anggota yang lain (jika ada) dengan
kasus yang berbeda. Dalam hal ini, kita ketahui anggota DPRD Makassar yang
akan mensahkan ranperda tersebut, malah dia yang mencoba untuk melanggarnya.
51 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa:  Kekuatan Pengaruh Media Massa,
Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Bewrger dan Luckmann,
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 200
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B. Implikasi Kontrol Media Massa Tribun Timur Terhadap
Kinerja DPRD Kota Makassar
Badan Legilatif atau legislature mencerminkan salah satu fungsi badan
tersebut, yaitu legislate, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering
dipakai ialah Assembly yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk
membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah Parliament, suatu
istilah yang menekankan unsur “bicara” (parler) dan merundingkan. Sebutan lain
mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan
dinamakan People’s Representative Body atau Dewan Perwakilan Rakyat atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Akan tetapi apa pun perbedaan dalam
namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang
berdaulat.52
Masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Makassar merupakan
masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah yang mereka percayakan
sebagai perwakilan mereka di parlemen untuk menyuarakan aspirasi mereka. Di
kota Makassar ini yang begitu banyak penduduknya tidak jarang sering memicu
konflik antarmasyarakat sendiri. Tidak sedikit banyaknya kasus yang terjadi di
masyarakat memunculkan respon dari anggota DPRD Kota Makassar.  Baik  itu
isu sosial, konflik  sosial dan yang mana konflik kepentingan  terkait  dengan
regulasi. Adapun kasus sosial yang direspon anggota DPRD Kota Makassar
adalah kasus geng-geng motor di Kota Makassar.
Tribun, Kaca kantor pos lalu lintas  (lantas) yang terletak diperbatasan
Gowa-Kota Makassar pecah karena lemparan, Minggu (24/2) dini hari. Pelaknya
di duga geng motor. “Kejadiannya sekitar pukul 05.30 wita dini hari, dua kali
dilempar. Pelemaran pertama kaca tidak pecah, pelemparan kedua pukul 06.00
52 Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik",(Jakarta: Gremedia Pustaka Utama
2010), hlm 315.
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wita baru pecah,” jelas Kabag Hukum Polres Gowa, AKP Andry Lilikay, kemarin.
Pelaku pelemparan diduga anggota geng motor. Pasalnya, pada malam
sebelumnya, personel Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Gowa melakukan
operasi cipta kondisi di beberapa titik. Sepertidilapangan Syekh Yusuf dan
perbatasan Hertasning Baru.53
Dalam hal ini, faktor yang meyebabkabkan isu sosial itu terjadi masalah
tidak adanya wadah. Geng-geng motor itu terjadi karena banyak anak-anak muda
banyak ade-ade kita yang kreatif dan berbakat yang memiliki dunia dan jiwanya
ada di otomotif atau motor, tapi tidak terkontrol dengan bagus,  dia menjadi liar
sehingga muncul geng-geng motor yang mengedepankan kekuatan kelompoknya
masing-masing. Ini yang menyebabkan adanya perang, perampokan dan
sebagainya.54
Bukan cuma itu, di beberapa titik jalan di kota Makassar geng-geng motor
sering melakukan aksinya, mereka bergerombol dan berkumpul membunyikan
motornya dan melewati jalan tanpa harus berfikir kendaraan-kendaraan yang ada
disekitarnya, hal ini yang masyarakat sering resahkan karena geng motor ini tidak
ada efek jeranya untuk melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya dan
masyarakat yang lewat di jalan tempat para anak geng-geng motor sering
menjalankan aksi mereka.
Jadi solusi atau pemecahannya geng motor inikan dalam hal ini ada
lembaga otomotif ada juga pemerintah kota kombinasi sinergi dengan seluruh
kelompok-kelompok  otomotif yang ada di Makassar ini. Buatkan sirkuit, rata-rata
yang menjadi pemicu antargeng motor itukan karena ada balapan liar, yang tidak
pada tempatnya balapan liar itu dilaksanakan di jalan milik masyarakat jalan
53 Media Cetak Harian Tribun Timur, Geng Motor 2 Kali Lempari Pos Lantas, tanggal 25
Februri 2013, hlm. 16
54 Mustagbir Sabri, Komisi A DPRD Kota Makassar, wawancara oleh penulis di kantor
DPRD Kota Makassar, 28 Juli 2013
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umum, di sini rawan terjadi gesekan . Jadi buatkan sirkuit yang saudara-saudara
kita sepakat dengan hal itu yang hobbi otomotif.55
Tanggapan lain anggota DPRD dengan melihat kasus-kasus yang ada di
Kota Makassar dalam hal ini, saya kira semua isu dan wacana itu direspon secara
positif dengan memilah-milah sebagai bagian dari agenda aspirasi masyarakat,
yang mesti harus dituntaskan. Semua masalah ketika masuk ke DPRD itu harus
berupaya atau segera untuk dituntaskan terhadap berbagai persoalan-persoalan
dalam rangka menuntaskan itu,  kita melakukan rapat dengar pendapat dengan
semua  stakeholder, baik dengan job tugas komisi masing-masing, misalnya
komisi A (membidangi pemerintahan), komisi B (ekonomi keuangan), komisi C
(pembangunan) dan komisi D.56
Itu kemudian dibicarakan dengan semua stakeholder, dari semua pihak-
pihak yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di kota
makassar ini. Semua kasus yang masuk ke DPRD di kota Makassar itu, misalnya
komisi A, semua aspirasi yang masuk harus dirapatkan karena, masyarakat
memberikan harapan kepada kita semua, agar masalah-masalah yang muncul bisa
dituntaskan, khusus di komisi A, masalah yang paling serius itu persoalan
pertanahan, terkait masalah pelayanan, terkait masalah izin, baik izin mendirikan
bangunan dan izin traigh. Semua izin dibicarakan, persoalan tanah itu sangat
banyak yang masuk, fungsi dan tugas kita ini melahirkan hasil keputusan
musyawarah mufakat kalau sudah masuk dalam wilayah hukum, tentu persoalan
hukum yang mengatur.
Seperti Geng motor, kita panggil kepolisian, dinas perhubungan, Satpol
PP, semua itu dibicarakan bagaimana mengantisipasi itu melalui dengar pendapat,
55 Mustagbir Sabri, Komisi A DPRD Kota Makassar, wawancara oleh penulis di kantor
DPRD Kota Makassar, 28 Juli 2013
56 Mustagbir Sabri, Komisi A DPRD Kota Makassar, wawancara oleh penulis di kantor
DPRD Kota Makassar, 28 Juli 2013.
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terkadang ini adalah kewalahan dalam bentuk penanganan, makanya kita dorong
kepada mereka semua, kita panggil, pihak yang berwajib yang bertanggung jawab
terhadap  persoalan-persoalan itu, pihak kepolisian tidak boleh membiarkan
persoalan itu semakin berlarut-larut tanpa ada solusi yang tepat.
Kasus lain juga mendapat respon dari DPRD yakni isu konflik komunitas
seperti yang terjadi di Kandea seperti yang di Dangko, itu terjadi karena
sebenarnya bukan antara  masyarakat di situ memang awalnya mungkin gesekan
kecil saja yang  terjadi, tetapi diperbesar oleh warga masyarakat yang diluar dari
daerah itu. Contoh di Kandea itu sudah selesai masalahnya sebenarnya karena ada
warga dari luar yang ikut perang di situ korban mereka tidak terima kalau damai
ini. Meraka terus mau ada keributan di situ.57
Yang ke dua sederhanaji menyelesaikan  konflik komunitas, kenapa kalau
semua warga ini menjaga wilayahnya masing-masing, ada RT, ada perangkat
pemerintahan tingkat bawah ada RW, kalau sama-sama menjaga wilayahnya,
Insya Allah tidak akan terjadi gesekan gesekan seperti ini. Yakin saja konflik-
konflik yang terjadi di Makassar, sampai saat ini saya tetap yakin yang
menyebabkan itu adalah propokator dari warga masyarakat dan caranya itu
bagaimana kita membentuk kesadaran dari masing-masing warga masyarakat ,
menjaga wilayah masing-masing, kalau RT menjaga wilayahnya insya Allah
semuanya pasti aman masing-masing, karena yang huni warga masyarakat di situ
juga, kembali kesadaran masyarakat.58
Dan juga sempat muncul di media Harian Tribun Timur itu, yakni kasus
masalah regulasi terkait pasar Pa’baeng-baeng, yang mendapat tanggapan dari
anggota DPRD Kota Makassar. Konflik pasar Pa’baeng-baeng, saya sempat
57 Sri Rahmi, Partai PKS Komisi A DPRD Kota Makassar, wawancara oleh penulis di
kantor DPRD Kota Makassar, 20 Juli 2013.
58 Sri Rahmi, Partai PKS Komisi A DPRD Kota Makassar, wawancara oleh penulis di
kantor DPRD Kota Makassar, 20 Juli 2013.
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tangani juga masalah Pa,baeng-baeng, jelas kalau masalah Pa’baeng-baeng itu
masalah regulasi atau aturan dimana Pa’baeng-baeng itu dibangun, sebenarnya
pedagang yang awal menempati itu tidak menempati lagi, yang masalah adalah
pendataan dari instansi terkait yang bertanggung jawab dalam hal ini (Endre
Cecep, DPRD Makassar: 27 Agustus 2013).
Pada saat dibangun dan mau di bongkar itu pasar untuk di renovasi, tidak
dilakukan pendataan secara akurat terkait siapa-siapa yang mempunyai hak
kepemilikan untuk menjual di situ, makanya pas selesai bangunan semua orang
datang mengaku bahwa mereka  berhak menempati itu karena memang kita tidak
punya data, jadi kenapa bisa terjadi konflik di Pa’baeng-baeng  karena banyak
orang yang sebenarnya mempunyai hak untuk berdagang di pasar Pa’baeng-baeng
tidak mendapatkan haknya kembali setelah di renovasi. Jadi kita mediasi dalam
hal ini komisi D, pasar serta pemerintah bagaimana caranya agar mereka bisa
mendapatkan tempat.59
Yang sudah ada solusi didapatkan dibuatkan diambilkan los yang tidak
terjual. Ditempatkanlah sebagian dari situ tetapi kita meminalisir tidak bisa
semuanya. Jadi inilah pelajaran yang sangat berharga bagi semua instansi
pemerintahan , bahwa hal yang paling penting dalam menjalankan regulasi bagi
berhubungan langsung dengan masyarakat adalah bagaimana membuat pendataan
yang bagus, yang akurat.
Kasus yang paling banyak muncul di kota Makassar adalah masalah
ketenagakerjaan. Salah satunya penulis ambil adalah masalah Hotel Mercuri
terkait ketenagakerjaan. Menurut anggota DPRD Endre Cecep Lantara (politisi
Demokat), tidak ada kontrak yang jelas antara pihak hotel dengan pegawai, ada
beberapa pegawai yang tidak mendapatkan haknya di situ dan sudah dibukukan
59 Endre Cecep Lantara, Parti Demokrat Komisi D DPRD Makassar, wawancara oleh
penulis di kantor DPRD Makassar, 27 Agustus 2013.
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langsung oleh kita di DPRD sebagai perwakilan kita tutup Hotel Mercuri, tidak
beroperasi dulu sampai dia menyelesaikan persoalan dengan ketenaga kerja atau
pegawainya, tiga bulan yang lalu, hotel Mercuri sudah beroperasi karena sudah
ada titik temu antara pihak hotel dan pegawai, terkait ketenagakerjanya, Endre
Cecep Lantara politisi Demokat DPRD Kota Makassar.
Sama halnya forum pengadaian banyak pihak sourching mengiginkan jadi
pegawai tetap, kasus khusus di Makassar pegadaian ini skalanya nasional, kita
tidak bisa mengambil keputusan kalau tidak ada keputusan dari nasional, kita
sudah rekomendasikan kepegadaian pusat untuk memperbaiki aturan-aturannya,
dengan ketenagakerjaan, dari sisi pekerja apa yang dilakukan pegadaian yang
merugikan masyarakat, karena ada tenaga kerja sudah dua puluh tahun masih
dianggap tenaga outsourching, sedangkan UU Ketenagakerjaan lima tahun harus
dijadikan pegawai tetap oleh badan institusi manapun.60
Dengan banyaknya berbagai persoalan yang terjadi di Kota Makassar,
anggota DPRD berusaha untuk menyelesaikan segala persoalan-persolan yang ada
dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota, karena tugas dari anggota
DPRD itu sendiri hanya menampung semua permasalahan-permasalahan
masyarakat dan dari situ pihak DPRD merekomendasikan ke pemerintahan kota
yang bertindak sebagai eksekutor. DPRD hanya memberi poin-poin dan
mengumpulkan data masyarakat yang valid (kasus yang benar-benar terjadi).
Yang menangani adalah pihak eksikutor, semua masalah apapun itu, DPRD hanya
wakil rakyat yang menampung.
Dari beberapa kasus yang muncul di Media diantaranya yang mendapat
respon dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Makassar,
Menjadi pertimbangan para anggota DPRD untuk melahirkan sebuah kebijakan
60 Endre Cecep Lantara, Parti Demokrat Komisi D DPRD Makassar, wawancara oleh
penulis di kantor DPRD Makassar, 27 Agustus 2013.
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yang akan ditetapkan dan diberlakukan di masyarakat Makassar. Diantarannya;
perda alkohol, perda kawasan bebas asap rokok dan perda pengelolaan aset, perda
perlindungan tenaga kerja, perda revisi perlindungan pasar tradisional, dan perda
perlindungan konsumen. Ini semuanya masuk Perda DPRD Kota Makassar yang
akan disahkan, mengingat jika anggota DPRD mampu untuk merampungkan
semuanya. Karena sebagian perda di atas ada perda di tahun 2012 yang belum
dituntaskan.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Merujuk pada data yang dihimpun dan dianalisa dari seluruh rangkaian
penulisan skripsi  ini maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Fungsi kontrol media massa Tribun Timur merupakan salah satu
dari beberapa fungsi media massa yang sangat penting dan menjadi alat yang bisa
mengawasi segala kegiatan-kegiatan anggota DPRD Kota Makassar,  utamanya
dalam pengambilan kebijakan publik. Sedangkan Media massa (Tribun Timur)
sarana atau alat yang digunakan untuk mengontrol segala kehidupan masyarakat
yang berada di Kota Makasar.  Melalui media massa masyarakat yang satu dengan
yang lainnya dapat saling terhubung, dengan informasi-informasi yang disajikan
oleh media Harian Tribun Timur. Sebagai media yang berfungsi menyampaikan
informasi ke khalayak, tentunya Tribun Timur hadir dengan berbagai peristiwa-
peristiwa yang beragam yang sedang berkembang di masyarakat dewasa ini
utamanya berita mengenai politik .
2. Berbagai kasus atau isu yang dimunculkan media massa Harian
Tribun Timur di media cetaknya, terkhusus Ranperda (Rancangan peraturan
daerah) masih dalam proses untuk disahkan oleh anggota DPRD Kota Makassar
dan mengenai respon anggota DPRD terhadap beberapa kasus yang terjadi di
masyarakat, seperti Geng motor, konflik komunitas, konflik terkait regulasi, kasus
sampah, dan kasus lainnya. Perilaku anggota dewan yang kurang baik dengan
merokok yang bukan area bebas asap dan sudah masuk salah satu ranperda di
tahun 2012 yang akan disahkan anggota DPRD melihat dari berbagai peristiwa
yang terjadi di Kota Makassar. Menandakan sejauh ini, media massa Tribun
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Timur menjalankan fungsi pengawasannya sebagai media pembentuk opini
publik.
B. Implikasi Penelitian
Sebagai sebuah saran tindak lanjut dalam penelitian skripsi ini, yang
dimaksudkan sebagai sebuah rencana jangka panjang, penulis berharap agar
penelitian tentang fungsi kontrol media massa terhadap anggota DPRD Kota
Makassar (Studi terhadap media cetak harian Tribun Timur), khususnya mengenai
fungsi pengawasan media Tribun Timur yang penulis jadikan sebagai bahan
penelitian, dan di wilayah kota Makassar pada umumnya, dapat dilanjutkan pada
masa yang akan datang, terutama bagi segenap civitas akademika UIN Alauddin
Makassar dan Fakultas Ushuluddin, Filsaat, dan Politik secara Khusus.
Menurut pandangan penulis, dalam melihat media massa secara
keseluruhan yang ada, khususnya media massa Tribun Timur yang merupakan
media independen yang seyogianya media yang tidak boleh memiliki kepentingan
politik. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri tidak ada media yang ada sejauh itu,
semuanya sarat dengan kepentingan kapitalis. Khususnya pemilik media dan juga
media massa merupakan bisnis yang tentunya alat untuk memproduksi berita dan
menghasilkan uang.
Media massa Tribun Timur dalam fungsinya mengontrol lembaga politik
yakni anggota DPRD Kota Makassar yang merupakan salah satu lembaga
perwakilan masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan tersebut dimaksudkan agar
dapat menambah khasanah pengetahuan masyarakat luas pada umumnya dan
segenap civitas akademika kampus UIN Alauddin yang tercinta mengenai Fungsi
Kontrol Media Massa terhadap Anggota DPRD Kota Makassar (Studi terhadap
Media Cetak Harian Tribun Timur) dan juga sebagai sebuah upaya penelusuran
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makna kakikat dari media massa yang berfungsi mengontrol atau mengawasi
anggota DPRD Kota Makassar.
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